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ABSTRAK 
 
AGUNG TRI PUTRA , B111 13 505.  Judul Skripsi “PERAN 
KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKSI UNJUK 
RASA MAHASISWA YANG ANARKIS DI KOTA MAKASSAR” di bawah 
bimbingan H. Muhadar sebagai pembimbing I dan Amir Ilyas sebagai  
pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam 
penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa yang anarkis dan 
untuk mengetahui faktor - faktor yang menghambat pelaksanaan 
penanganan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa yang berujung anarki 
oleh kepolisian. 
 Penelitian ini dilaksanakan di kantor Polrestabes kota Makassar. 
Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik 
pengumpulan data berupa wawancara serta meminta data – data kepada 
pihak yang terkait. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif 
kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data-data 
sekunder dan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang 
diperoleh dari berbagai sumber. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran kepolisian memiliki 
tiga tahapan yaitu persuasif, prefentif dan represif. Ketiga hal tersebut 
yang paling dominan dilakukan oleh kepolisian yaitu persuasif dan 
prefentif dengan kata lain pendekatan dalam bentuk negoisasi namun 
demikian tindakan represif dapat dilakukan bilamana eskalasi pengunjuk 
rasa sudah mengarah adanya perbuatan melawan hukum. Kemudian hal 
– hal yang menghambat ada dua yaitu : Faktor internal petugas kepolisian 
yang dilapangan belum memahami tugas pokok polri dan tindakan 
arogansi dan overacting kemudian faktor eksternal para pengunjuk rasa 
tidak terkendali, rasio petugas kepolisian tidak seimbang dengan 
pengunjuk rasa lalu berbaurnya masyarakat dengan para pengunjuk rasa. 
  
ABSTRACT 
 
Agung Tri Putra ( B11113505 ) With the scription title “The Role of 
Police in Law Enforcement Action Against College Student’s 
Demonstration in Makassar” under the guidance of Mr. H. Muhadar as 
a first menthor and Mr. Amir Ilyas as a second menthor.  
This study aims to determine the role of the police in Law Enforcement to 
rally student’s anarchy by police research was conducted at the Police’s 
Office (Polrestabes Makassar). To achieve these objectives, the author 
used a collection techniques such as interviews as well as the requested 
data. The study used a qualitative descriptive study the research done to 
obtained from various sources.  
These results indicate that the role of the police has three steps namely as 
persuasive, preventive and repressive. These three things are the most 
dominant conducted by the police that is persuasive  and preventive 
approach, in other words in the form of negoitations however repressive 
measures to do when protesters escalation has led their case against the 
law. Then there are two things that hinder international factors, it was 
police officer. That repressive measures do when they are already leading 
their sense tort. Then the things that hamper, there are  two internal 
factors that field police officers don’t understand, the basic tasks of the 
national police and acts of arrogance and overacting then the external 
factors prostesters didn’t handle as well, the ratio of the protesters and the 
public mingling with protesters. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
       Demonstrasi dan unjuk rasa di Indonesia sudah menjadi konsumsi 
publik sehari-hari, hal ini terlihat di layar televisi maupun di surat kabar 
dimana demonstrasi dilakukan untuk menolak kinerja pemerintah yang tidak 
memihak terhadap kepentingan masyarakat dan penguasa yang memiliki 
trisikap amoral yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme. Demonstrasi atau unjuk 
rasa, merupakan cara yang efektif untuk menyampaikan aspirasi kaum 
tertindas yang termarjinalkan hak-haknya sebagai warga yang memiliki 
identitas diri sama seperti yang lainnya, ketika rakyat bersuara, jangan 
sampai para pemimpin tidak mendengarkannya, bukan sekedar sebuah 
aspirasi dari rakyat untuk didengar namun tuntutan itu selakyaknya 
direalisasikan oleh pemerintah/penguasa sebagai bentuk tanggung jawab 
moral seorang pemimpin yang dikukuhkan untuk melayani rakyat, dalam 
semangat negara demokrasi. Aksi atau demonstrasi tidak jarang merugikan 
dan menciptakan suasana kurang kondusif terlebih di Kota Makassar. 
Tindakan anarkisme dalam aksi demonstrasi mahasiswa yang sering terjadi 
memicu sikap masyarakat yang tidak simpatik lagi dengan terlihat 
banyaknya spanduk-spanduk maupun baliho-baliho masyarakat kota 
Makassar yang mengecam dan penolakan mahasiswa yang melakukan 
aksi unjuk rasa anarkis. 
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 Mahasiswa diidentikkan sebagai kelompok penekan atau 
perpanjangan tangan dari rakyat untuk menyampikan aspirasi kepada 
pemerintah atas kondisi masyarakat yang jauh dari konsep keadilan dalam 
hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, tanpa 
memandang siapa dia dan dari kalangan mana, pergerakan demonstrasi 
yang dimotori oleh aktivis Mahasiswa, LSM, Ormas, Organtaktis, 
khususnya Mahasiswa yaitu sebagai kaum intelektual, agent of change atau 
berwawasan luas, dan agent of control yang bertanggung jawab mengontrol 
pemerintah, mengimbangi kebijakannya atas nama rakyat yang berdaulat. 
Pada awalnya demonstran mendapatkan tempat di hati masyarakat 
sebagai pahlawan atas sikap kepedulian yang revolusioner dan 
kemampuan memperjuangkan kepentingan kaum tertindas.1  
 Sejarah reformis mahasiswa terlihat mencapai klimaksnya pada tahun 
1998 melalui demonstrasi, mahasiswa mampu menumbangkan 
kepemimpinan Soeharto dengan masa kekuasaan 32 tahun menjadi 
presiden Indonesia di mana orba sebuah rezim korup, otoriter dan refresif 
berganti orde reformasi. Reformasi di Indonesia merupakan proses 
mengembalikan cita cita berbangsa dan bernegara sesuai porsi demokrasi, 
sistem demokrasi Indonesia mulai mendapatkan kemajuan yang signifikan 
yaitu dengan menempatkan perubahan Pasal 1 ayat (2) undang – undang 
dasar 1945 yang berbunyi “kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan 
                                                          
1  http://aslimualokarya.blogspot.co.id/2010/01/peran-polri-dalam-penertiban-aksi.html Diakses 
pada 1 Desember 2016 (11:55 WITA) 
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menurut undang – undang dasar”, salah satu kemajuan selama ini adalah 
dalam hal penyuaraan suara”.  
 Pergerakan demontrasi dan unjuk rasa dengan mengerahkan massa 
oleh mahasiswa akhir-akhir ini mendapat sorotan yang tajam secara publik 
di akui “issue” yang di angkat menjadi aspirasi dan tuntutan legitimasi 
demokrasi sangat di harapkan oleh rakyat untuk diaplikasikan sebagai 
bentuk keresahan yang dirasakan akibat dari kebijakan pemeritah yang 
mengecewakan dilapangan. namun praktisnya masa yang berunjuk rasa 
bertindak tidak sesuai dengan pesan pesan moral yang di sampaikan 
kepada pemerintah dari harapkan rakyat, realitas ini mengarah pada 
perbuatan para demonstran dan unjuk rasa tempo ini sering menimbulkan 
bahaya atau ancaman bahaya bagi nyawa orang lain, menghancurkan 
harta benda, menghilangkan kebebasan pribadi, menciptakan perasaan 
takut pada perorangan maupun masyarakat luas, dan menurunnya 
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Intinya terjadi instabilitas 
keamanan-demonstrasi tidak lagi menjadi media yang di percaya untuk 
membawakan aspirasi rakyat tertindas dan termarjinalkan karena 
demonstrasi juga telah memarjilankan hak-hak warga dan secara hukum 
telah melakukan tindakan pidana. Demonstrasi dapat bernilai positif, dapat 
juga bernilai negatif.  
 Demonstarsi dapat dijadikan komoditas politik yang berorientasi pada 
perolehan materi dan kekuasaan, dapat juga berupa sarana amar ma'ruf 
nahi mungkar dan jihad. Dalam kaitannya sebagai sarana amar ma'ruf nahi 
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mungkar dan jihad, demonstrasi dapat digunakan untuk melakukan 
perubahan menuju suatu nilai dan sistem yang lebih baik. 
 Jika ditilik lebih dalam pergerakan demonstrasi yang dilakukan oleh 
mahasiswa tidak lagi membawakan dampak positif buat rakyat namun 
sebaliknya menimbulkan kerugian besar bukan hanya bagi pemerintah 
akan tetapi rakyat sendiri korbannya. Berbagai persoalan yang di hadapi 
bangsa ini semakin terasa lengkap karena penegakan hukumnya belum 
sungguh – sungguh memihak kepada hukum, kebenaran dan keadilan 
padahal, penegakan hukum merupakan faktor penting dalam menentukan 
arah dan menyelenggarakan pembangunan. Selain itu bahwa keamanan 
dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya 
masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pascasila 
dan Undang-Undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945.  
 Untuk menjaga stabilitas keamanan diatas menjadi tugas kepolisian 
yang di amanatkan dalam undang – undang tentang polisi republik 
Indonesia Pasal 14 ayat (1) Huruf e “memelihara ketertiban dan menjamin 
keamnan umum”, sementara itu di sisi lain kedudukan Polisi ditengah-
tengah perubahan masyarakat selalu bergemilang dengan berbagai 
tantangan. Salah satu yang menonjol dalam proses pembangunan 
demokrasi indonesia pasca reforamasi yaitu masyarakat seakan terjebak 
dalam eforia semu, kebebasan yang kebablasan, padahal tidak ada 
hubungan yang erat antara demokrasi dan kebebasan, mengasah analisa, 
terhadap dalil demonstrasi dan unjuk rasa menjunjung nilai-nilai demokrasi 
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yang berujung rusuh dan anarkis sehingga patut di pertanyakan eksistenai 
dari model demonstrasi di Indonesia. Maka sungguh sangat membutuhkan 
timbangan syar’i yang adil bagi demonstrasi ini dengan mengembalikannya 
kepada nash-nash kitab dan sunnah. Peran Kepolisian sebagai kekuatan 
keamanan sepatutnya mendapat pekerjaan - rumah bagaimana mendesain 
format baru untuk membendung, menertibkan dan mengamankan masa 
demonstrasi yang tidak terkendali karena realitas yang terjadi masa yang 
anarkis selalu berhadap- hadapan dengan polisi yang sedang bertugas 
mengamankan proses berlangsungnya demonstrasi, al-hasilnya terjadi 
bentrokan antara masa demonstran dan polisi, malah di lapangan 
emosional polisi sering tidak terkendali dan cara yang dipakai oknum polisi 
pun tak kalah anarkis dari yang diperkirakan. Dengan demikian perjuangan 
mahasiswa berdemonstrasi dan unjuk rasa dalam membela rakyat yang 
berarti juga membela Negara dan Polri yang menjaga ketertiban dan 
keaman Negara sama-sama ternodai untuk itu bagaimana peran Polri 
sebagai pelaksana undang-undang baik secara institusi Polri, pemerintah 
dan konstitusinya maupun secara agama menekan adanya konsekuensi 
hukum terhadap persoalan demonstrasi dan unjuk rasa yang berlaku tidak 
sesuai prosedur yang terdapat dalam UU NO. 29 Tahun 1989 dan UUD 45 
Pasal 28 yang berbunyi ”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, 
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana di 
tetapkan dalam undang-undang”. 
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 Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji dalam 
bentuk skripsi dengan judul: “Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum 
Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa yang Anarkis di Kota Makassar 
(Studi Kasus Tahun 2012-2015) 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum 
Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa yang Anarkis di Kota 
Makassar? 
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan penanganan 
unjuk rasa yang dilakukan Mahasiswa yang berujung anarki oleh 
Kepolisian? 
 
C. Tujuan Penulisan 
Adapun yang menjadi tujuan penulisan untuk skripsi ini adalah: 
1. Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam penegakan hukum 
terhadap pelaku aksi unjuk rasa anarki di Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang 
menghambat pelaksanaan penanganan unjuk rasa yang dilakukan 
Mahasiswa yang berujung anarki oleh Kepolisian. 
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D. Manfaat Penulisan 
Secara umum, manfaat penulisan skripsi ini dapat dilihat dari 2 (Dua) 
sudut yakni secara Teoritis dan Praktis. Manfaat penulisan ini adalah: 
1. Segi Teoritis 
Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 
kajian lebih lanjut untuk menghasilkan berbagai konsep ilmiah yang 
akan memberikan sumbangan dalam upaya menyelesaikan  
pelanggaran unjuk rasa di Kota Makassar. 
2. Segi Praktis  
 Pembahasan ini diharapkan bermanfaat untuk :  
a) Bagi Masyarakat Indonesia untuk memberi masukan dalam  
menyampaikan pendapat tanpa perbuatan yang anarki.  
b) Aparat hukum sebagai sumbangan pemikiran untuk 
penanganan aksi Mahasiswa yang melakukan demonstrasi di 
Kota Makassar.  
c) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan 
masukan bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 
hal menyelesaikan kasus unjuk rasa yang anarki.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Polisi dan Kepolisian 
Berdasarkan waktu dan tempat melihat perkembangan istilah polisi 
mempunyai arti yang berbeda-beda yang cenderung dipengaruhi oleh 
penggunaan bahasa dan kebiasaan dari suatu Negara, seperti di Inggris 
menggunakan istilah “police”, di Jerman “polizei”, di Belanda “Politie” dan 
Amerika Serikat dipakai istilah “sheriff”. Istilah “sheriff” ini sebenarnya 
merupakan bangunan social Inggris, selain itu di Inggris dikenal adanya 
istilah “Constable” yang mengandung arti tertentu bagi pengertian “Polisi”, 
yaitu: pertama, sebutan untuk pangkat terendah dikalangan kepolisian 
(police constable); dan kedua, berarti kantor polisi (police constable)2 
Pada awalnya istilah “polisi“ berasal dari bahasa Yunani “politeia” yang 
berarti seluruh pemerintah Negara kota. Seperti diketahui bahwa pada abad 
sebelum masehi Negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan 
“polis”, dimana jaman pada itu istilah “polis” memiliki arti yang sangat luas, 
yakni pemerintahan yang meliputi seluruh pemerintahan kota termasuk 
urusan keagamaan atau penyembahan terhadap dewa-dewa. Baru 
kemudian setelah lahirnya agama nasrani urusan keagamaan dipisahkan, 
sehingga arti “polis” menjadi seluruh pemerintahan kota dikurangi agama.3 
                                                          
2 Momo Kelana, Hukum Kepolisian, edisi ke-tiga, PTIK, Jakarta, 1984, hlm. 15 
3 Momo Kelana, Op Cit. hlm.15-16 
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Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya “Politie Overzee” istilah 
“Politie”, didefinisikan meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang 
dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika 
diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut 
kewajiban masing-masing. 
Definisi “politie” menurut Van Vollenhoven tersebut dapat dipahami, 
bahwa “politie” mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai 
organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan 
paksaan yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-
larangan perintah. Fungsi dijalankan atas kewenangan dan kewajiban 
untuk mengadakan pengawasan jika perlu dengan paksaan yang dilakukan 
dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari 
secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum, 
memaksa yang diperintah untuk melakukan kewajiban umum dengan 
perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan 
kewajiban umum tanpa perantaraan pengadilan.4 
 Sesuai dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa Polisi 
diartikan: 
1. Sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan 
dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar 
undang-undang dsb) 
                                                          
4 Ibid hlm. 17 
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2. Anggota dari badan pemerintahan tersebut diatas (Pegawai Negara 
yang bertugas menjaga keamanan dsb)5 
Berdasarkan pengertian dari Kamus Umum Bahasa Indonesia tersebut 
ditegaskan, bahwa kepolisian sebagai badan pemerintah yang diberi tugas 
untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian 
fungsi kepolisian tetap dilanjutkan apa yang harus dijalankan sebagai suatu 
lembaga pemerintah. 
Menurut terjemahan Momo Kelana yang diambil dari Polizeirecht 
dikatakan, bahwa istilah polisi mempunyai dua arti, yakni dalam arti formal 
yang mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan sautu 
instansi kepolisian, dan kedua dalam arti materil, yakni memberikan 
jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang 
dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan 
ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui 
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan6 
Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-
Undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri, kepolisian adalah segala hal ikhwal 
yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan 
perundang-undang. Istilah kepolisian didalam undang-undang ini 
mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika 
                                                          
5 W.J.S Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 763 
6 Momo Kelana, Hukum Kepolisian ( Perkembangan di Indonesia ), Suatu Studi Histories 
Komparatif, PTIK, Jakarta, 1972, hlm. 22 
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mencermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam 
Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tersebut “fungsi kepolisian 
sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan 
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, 
pengayom dan pelayan kepada masyarakat”. Sedangkan lembaga 
kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu 
lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. Dengan demikan dapat ditarik 
pemahaman, bahwa berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi 
dan lembaga kepolisian. Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi 
dari konsep fungsi kepolisian yang diembannya dan dirumuskan dalam 
tugas wewenangnya. 
Tugas Polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 UU 
No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia 
adalah; 
a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat; 
b. Menegakkan hukum; 
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat; 
Sebagai pendukung tugas pokok tersebut di atas, Kepolisian juga 
memiliki tugas-tugas lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) 
sebagai berikut; 
12 
 
a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli 
terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 
b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, 
ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan; 
c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 
kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat 
terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; 
d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum: melakukan 
koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian 
khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan 
swakarsa; 
f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 
kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk 
pengamanan swakarsa; 
g. Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuaidengan 
hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; 
h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 
kepolisian; 
i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan 
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk 
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memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak 
asasi manusia; 
j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum 
ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang; 
k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan 
dalam lingkup tugas kepolisian; 
l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
Wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU 
Kepolisian, yaitu sebagai berikut; 
a. Menerima laporan dan/atau pengaduan; 
b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 
mengganggu ketertiban umum; 
c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; 
d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau 
mengancampersatuan dan kesatuan bangsa; 
e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan 
administratif Kepolisian; 
f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan 
kepolisian dalam rangka pencegahan; 
g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 
h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; 
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i. Mencari keterangan dan barang bukti; 
j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional; 
k. Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam 
rangka pelayanan masyarakat; 
l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan 
putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; 
m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. 
Beranjak dari uraian diatas, maka istilah “polisi” dan “kepolisian” dapat 
dimaknai, sebagai berikut: istilah “polisi” adalah kepolisian sebagai organ 
atau lembaga pemerintah yang ada didalam Negara. Sedangkan istilah 
“kepolisian” sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga 
pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang 
oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk 
menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan 
wewenang yang diberikan oleh undang-undang, yakni fungsi preventif dan 
represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman 
dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka 
penegakan hukum. Dikaitkan dengan “tugas” intinya menunjuk kepada 
tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya norma-norma yang 
berlaku dalam masyarakat. Semua itu dalam rangka memelihara 
keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, yang pada 
gilirannya dapat menjamin kelangsungan, kelestarian masyarakat itu 
sendiri. 
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B. Unjuk Rasa/Demonstrasi 
Di dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan 
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, tepatnya Pasal 1 ayat (3) 
dikatakan bahwa, “Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang 
dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran”.7 
Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan protes 
yang dilakukan sekumpulan orang di depan umum. Unjuk rasa biasanya 
dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang 
kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai 
sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. 
Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang 
menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan 
perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-
kelompok lainnya dengan tujuan lain. Unjuk rasa kadang dapat 
menyebabkan pengerusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi 
akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjuk rasa yang 
berlebihan.8 
Sesuai dengan pengertian dari demonstrasi seperti terdapat dalam Pasal 
1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan 
Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum bahwa demonstrasi juga 
                                                          
7 Pasal 1 ayat (3) UU No. 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka 
Umum) 
8 http://id.wikipedia.org/wiki/Unjuk_rasa d akses 20 November 2016 (21:16 WITA) 
16 
 
merupakan unjuk rasa. Unjuk rasa merupakan bentuk ekspresi 
berpendapat. Unjuk rasa melalui demonstrasi adalah hak warga negara. 
Tetapi, inilah hak yang bisa mengerikan, karena umumnya demonstrasi 
yang melibatkan ribuan orang yang berlangsung dengan tanpa arah yang 
dapat berujung anarki sehingga menimbulkan tindak pidana. Demonstrasi 
adalah hak demokrasi yang dapat dilaksanakan dengan tertib,damai, dan 
intelek. Sebuah contoh yang sangat bagus, yang mestinya juga ditiru oleh 
mereka yang gemar unjuk rasa, yang senang turun ke jalan. 
Unjuk rasa atau Demonstrasi bisa bernilai positif, dapat juga bernilai 
negatif. Ini artinya bahwa ketika demonstrasi itu menjunjung tinggi 
demokrasi, maka dipandang sebagai hal positif dan mempunyai nilai dimata 
masyarakat. Namun ketika demonstrasi mengabaikan demokrasi maka 
dipandang masyarakat sebagai hal yang tercela atau negatif. Demokrasi 
adalah salah satu sarana demonstrasi. Artinya, demonstrasi harus berhenti 
ketika pendapat mereka harus sudah disampaikan. 
Demonstrasi adalah salah satu diantara sekian banyak cara 
menyampaikan pikiran atau pendapat. Sebagai cara, kegiatan itu perlu 
selalu dijaga dan diperiksa agar hal ini tidak berubah menjadi tujuan. 
Menjadi tugas dan kewajiban kita untuk mengingatkan bahwa demonstrasi 
akan diakhiri ketika kita akan mudah tergelincir dalam domain politik pratis 
yang kurang baik. 
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C. Cara Menyampaikan Aspirasi/Unjuk Rasa Menurut Undang-Undang 
Menyampaikan aspirasi adalah hak semua warga Negara Indonesia, 
namun dalam menyampaikan aspirasi tersebut harus mengikuti peraturan 
yang telah ditetapkan oleh Undang-undang sehingga penyampaian aspirasi 
tersebut dalam dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 
Menyampaikan pendapat di muka umum seperti yang di atur oleh 
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 
2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan 
Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum9, setiap 
warga Negara mempunyai kewajiban seperti yang tercantum dalam  Pasal 
5 ayat (2) yaitu;  
a. menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib  
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 
b. tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-
undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan 
serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk 
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, 
nilai-nilai agama,keamanan dan ketertiban umum dalam 
masyarakat demokratis; 
c. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati 
aturan aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan 
ketentuanperatuan perundang-undangan yang berlaku, menjaga 
dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga 
keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa; dan 
d. berperan serta agar penyampaian pendapat di muka umum dapat 
berlangsung secara aman, tertib dan damai. 
 
Pasal 6 mengatur tentang pemberitahuan dan koodinasi dengan 
Kepolisian setempat/tempat menyampaikan aspirasi/pendapat, yaitu; 
                                                          
9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara 
Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di 
Muka Umum 
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a. memberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian setempat 
sebelumpelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka 
umum; 
b. melakukan koordinasi dengan aparat dan lembaga terkait demi 
kelancaran dan pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di 
muka umum; dan 
c. melaksanakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum 
dengan carayang tidak menggangu keamanan dan ketertiban 
umum, keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas. 
 
Pasal selanjutnya mengatur tentang tempat, waktu dan larangan bagi 
pengunjuk rasa dalam Pasal 7: 
(1) Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan, pada 
tempat dan waktusebagai berikut: 
a. di tempat terbuka antara pukul 06.00 sampai dengan 18.00, 
waktu setempat; dan 
b.  di tempat tertutup antara pukul 06.00 sampai dengan 22.00, 
waktu setempat. 
 
(2) Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan pada 
waktu: 
a. hari besar nasional; 
b. hari besar lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah; dan 
c. di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
 
(3) Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan di: 
a. tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut,  
stasiun keretapi, terminal angkutan darat; 
b. objek-objek vital nasional dalam radius kurang dari 500 meter 
dari pagar luar; 
c. instalasi militer dalam radius kurang dari 150 meter dari pagar 
luar; 
d. di lingkungan istana kepresidenan (Presiden dan Wakil 
Presiden) dalam radius kurang dari 100 meter dari pagar luar; 
dan 
e. tempat yang rutenya melalui atau melintasi wilayah Istana 
Kepresidenan dan tempat-tempat ibadah pada saat ibadah 
sedang berlangsung. 
 
Tata cara penyampaian pendapat di muka umum juga di atur supaya 
berjalan dengan tertib yaitu pada Pasal 8, yang berbunyi: 
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Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan dengan cara: 
a. tidak memberitahukan terlebih dahulu ke kepolisian 
setempat; 
b. melanggar peraturan lalu lintas;  
c. menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan 
lambang Negara Republik Indonesia; 
d. menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan 
terhadap suatu ataubeberapa golongan rakyat Indonesia; 
e. mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang 
bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan 
terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; 
f. menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan 
atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan 
permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau 
terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia; 
g. lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan 
pidana atau kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak 
menuruti ketentuan undang undang maupun perintah 
jabatan; 
h. menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka 
umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan 
pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan; 
i. lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, 
kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana; 
j. menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka 
umum tulisan yang menawarkan untuk memberi keterangan, 
kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana; 
k. berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan 
kejahatan; 
l. memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan 
tertutup secara melawan hukum dengan 
merusak/memanjat/menggunakan anak kunci 
palsu/mengancam/menggunakan sarana yang dapat 
menakutkan orang; 
m. memaksa masuk ke dalam ruangan untuk dinas umum 
secara melawan hukum dengan 
merusak/memanjat/menggunakan anak kunci 
palsu/mengancam serta menggunakan sarana yang dapat 
menakutkan orang; 
n. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama 
menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang; 
o. sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan 
teriak-teriakan atautanda bahaya palsu; 
p. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi 
rapat umum yang diizinkan; 
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q. sengaja mengganggu rapat umum yang diizinkan dengan 
jalan menimbulkan; 
r. kekacauan atau suara gaduh;  
s. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi 
pertemuankeagamaan yang bersifat umum dan diizinkan 
atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara 
penguburan jenazah;  
t. sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat 
umum dan diizinkan atau upacara keagamaan yang diizinkan 
atau upacara penguburan jenazah dengan menimbulkan 
kekacauan atau suara gaduh; 
u. menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugas 
yang diizinkan dan menghina benda-benda untuk keperluan 
ibadat di tempat atau pada waktu ibadat dilakukan; 
v. sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang 
dapat menimbulkan bahaya umum bagi jiwa dan atau 
barang; 
w. mengangkut benda-benda atau perkakas-perkakas yang 
dapat menimbulkan ledakan yang membahayakan jiwa dan 
atau barang; 
x. menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir yang dapat 
menimbulkan bahaya bagi jiwa dan atau barang; 
y. sengaja menghancurkan, merusak atau membuat tidak 
dapat dipakai bangunan listrik; 
z. menyebabkan suatu bangunan listrik hancur, rusak atau 
tidak dapat dipakai;10 
 
D. Mahasiswa 
Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, baik di 
universitas, institut atau akademi. Mereka yang terdaftar sebagai murid di 
perguruan tinggi dapat disebut sebagai mahasiswa. Tetapi pada dasarnya 
makna mahasiswa tidak sesempit itu. Terdaftar sebagai mahasiswa di 
sebuah Perguruan Tinggi hanyalah syarat administratif menjadi 
                                                          
10 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan 
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum 
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mahasiswa, tetapi menjadi mahasiswa mengandung pengertian yang lebih 
luas dari sekedar masalah administratif itu sendiri. 
Menyandang gelar mahasiswa merupakan suatu kebanggaan 
sekaligus tantangan. Betapa tidak, ekspektasi dan tanggung jawab yang 
diemban oleh mahasiswa begitu besar. Pengertian mahasiswa tidak bisa 
diartikan kata per kata, Mahasiswa adalah Seorang agen pembawa 
perubahan. Menjadi seorang yang dapat memberikan solusi bagi 
permasalahan yang dihadapi oleh suatu masyarakat bangsa di berbagai 
belahan dunia. 
Sebagai mahasiswa berbagai macam lebel pun disandang, ada 
beberapa macam label yang melekat pada diri mahasiswa, misalnya: 
a. Direct Of Change, mahasiswa bisa melakukan perubahan langsung 
karena SDMnya yg banyak 
b. Agent Of Change, mahasiswa agent perubahan,maksudnya sumber 
daya manusia untuk melakukan perubahan 
c. Iron Stock, sumber daya manusia dari mahasiswa itu tidak akan pernah 
habis. 
d. Moral Force, mahasiswa itu kumpulan orang yg memiliki moral yang 
baik. 
e. Social Control, mahasiswa itu pengontrol kehidupan sosial,contoh 
mengontrol kehidupan sosial yang dilakukan masyarakat. 
Namun secara garis besar, setidaknya ada 3 peran dan fungsi yang 
sangat penting bagi mahasiwa, yaitu : 
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a. peranan moral, dunia kampus merupakan dunia di mana setiap 
mahasiswa dengan bebas memilih kehidupan yang mereka mau. 
Disinilah dituntut suatu tanggung jawab moral terhadap diri masing-
masing sebagai indidu untuk dapat menjalankan kehidupan yang 
bertanggung jawab dan sesuai dengan moral yang hidup dalam 
masyarakat. 
b. peranan sosial. Selain tanggung jawab individu, mahasiswa juga 
memiliki peranan sosial, yaitu bahwa keberadaan dan segala 
perbuatannya tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri tetapi juga 
harus membawa manfaat bagi lingkungan sekitarnya. 
c. peranan intelektual. Mahasiswa sebagai orang yang disebut-sebut 
sebagai insan intelek haruslah dapat mewujudkan status tersebut dalam 
ranah kehidupan nyata. Dalam arti menyadari betul bahwa fungsi dasar 
mahasiswa adalah bergelut dengan ilmu pengetahuan dan memberikan 
perubahan yang lebih baik dengan intelektualitas yang di miliki selama 
menjalani pendidikan.11 
E. Anarkis  
Kata “anarki” berasal dari bahasa Yunani, awalan an (atau a), berarti 
“tidak”, “ingin akan”, “ketiadaan”, atau “kekurangan”, ditambah archos yang 
berarti “suatu peraturan”, “pemimpin”, “kepala”, “penguasa”, atau 
“kekuasaan”. Atau, seperti yang dikatakan Peter Kropotkin, anarki berasal 
dari kata Yunani yang berarti “melawan penguasa”  
                                                          
11 http://pamuncar.blogspot.co.id/2012/06/definisi-peran-dan-fungsi-mahasiswa.html 
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Meski kata-kata Yunani anarchos dan anarchia seringkali diartikan “tidak 
memiliki pemerintah” atau “ada tanpa pemerintah”, seperti yang dapat 
dilihat, arti orisinil anarkisme yang tepat bukanlah sekedar “tidak ada 
pemerintah”. “Anarki” berarti “tanpa suatu peraturan” atau lebih umum lagi, 
“tanpa kekuasaan”, dan dalam pemahaman inilah kaum anarkis terus 
menggunakan kata ini. Anarki berarti “bukannya tidak memerlukan tatanan, 
seperti yang dipikirkan pada umumnya, namun suatu ketiadaan peraturan”.  
Anarkisme adalah suatu ajaran (paham) yang menentang setiap 
kekuatan negara, atau dapat diartikan suatu teori politik yang tidak 
menyukai adanya pemerintahan dan Undang-Undang. Sebagai suatu 
paham atau pendirian filosofis maupun politik yang percaya bahwa manusia 
sebagai anggota masyarakat akan membawa pada manfaat yang terbaik 
bagi semua jika tanpa diperintah maupun otoritas, boleh jadi merupakan 
suatu keniscayaan. Pandangan dan pemikiran anarkis yang demikian itu 
pada dasarnya menyuarakan suatu keyakinan bahwa manusia pada 
hakekatnya adalah makhluk yang secara alamiah mampu hidup secara 
harmonis dan bebas tanpa intervensi kekuasaan juga tidaklah sesuatu 
keyakinan yang salah. 
Anarkisme atau dieja anarkhisme yaitu suatu paham yang mempercayai 
bahwa segala bentuk negara, pemerintahan, dengan kekuasaannya adalah 
lembaga-lembaga yang menumbuh suburkan penindasan terhadap 
kehidupan, oleh karena itu negara, pemerintahan, beserta perangkatnya 
harus dihilangkan/ dihancurkan.  
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Anarki terjadi ketika sekelompok orang berkumpul bersama untuk 
melakukan tindak kekerasan, biasanya sebagai tindakan pembalasan 
terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya 
penentangan terhadap sesuatu. Alasan yang sering menjadi penyebab 
anarki misalnya kesejahteraan masyarakat yang tidak terpenuhi, kebijakan 
pemerintah yang merugikan masyarakat, dan lain sebagainya.   
Anarki berkaitan erat dengan istilah kekerasan. Istilah kekerasan 
digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang secara terbuka 
(overt) atau tertutup (covert), dan baik yang bersifat menyerah (offensive) 
atau bertahan (diffensive), yang disertai penggunaan kekuatan kepada 
orang lain.  
Anarki adalah kekacauan (chaos) fisik yang menimpa masyarakat sipil 
berupa bentrokan antar manusia, perkelahian massal, sampai 
pembunuhan, penjarahan, dan perusakan sarana dan prasarana umum, 
maupun fasilitas pribadi ataupun tindak pidana lainnya. Karena itu, anarki 
tidak menghasilkan suatu perubahan positif dalam tatanan masyarakat dan 
hanya menimbulkan kerusakan fisik dan trauma sosial (ketakutan yang 
mencekam masyarakat).  
Jadi, Demonstrasi Anarkis adalah suatu gerakan protes yang 
merupakan wujud nyata kekecewaan masyarakat yang diwarnai dengan 
aksi kekerasan. Sejak era reformasi kebebasan mengeluarkan pendapat 
adalah hal besar bagi masyarakat, karena selama 30 tahun lebih 
pemerintahan masa Orde Baru, akhirnya sekarang tiada hari tanpa 
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demonstrasi. Akan tetapi demonstrasi sekarang tidak lagi berlangsung 
tertib. 
F. Penegakan Hukum 
Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggarakan 
hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang 
mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing 
menurut aturan hukum yang berlaku.   
Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan 
oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan 
hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, 
proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap 
hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau 
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan 
diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau 
menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, 
penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan 
hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan 
hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya 
hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan 
untuk menggunakan daya paksa12. 
                                                          
12 Ibid, hal 13-15. 
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Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut 
objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga 
mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum 
itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi 
aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut 
penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, 
penerjemahan perkataan ‘law enforcement’ ke dalam bahasa Indonesia 
dalam menggunakan perkataan ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan 
dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit. 
Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan 
nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa 
Inggeris sendiri dengan dikembangkannya istilah ‘the rule of law’ versus ‘the 
rule of just law’ atau dalam istilah ‘the rule of law and not of man’ versus 
istilah ‘the rule by law’ yang berarti ‘the rule of man by law’. Dalam istilah 
‘the rule of law’ terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan 
dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan 
yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah ‘the rule of just 
law’. Dalam istilah ‘the rule of law and not of man’ dimaksudkan untuk 
menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum 
modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya 
adalah ‘the rule by law’ yang dimaksudkan kekuasaan belaka. 
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Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali 
dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan 
diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.13 
Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan 
menyerasikan hubungan nila-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah 
mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. 
untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian 
pergaulan hidup. 14 Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum 
pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, 
penegakan hukum pidana merupakan pelaksaan dari peraturan-peraturan 
pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem 
yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta prilaku 
nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau 
patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau 
seharusnya. 
Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, 
dan mempertahankan kedamaian. Menurut Moeljatno menguraikan 
berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana adalah bagian dari 
                                                          
13 Harun M.Husen, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia. Jakarta :Rineka Cipta. 1990. 
hlm 58 
14 Soerjono Soekanto.Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.Jakarta: UI 
Press.1983. hlm. 35 
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keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsur-
unsur dan aturan-aturan, yaitu15; 
a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan 
di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa 
yang melanggar larangan tersebut;  
b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar 
larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana 
yang telah diancamkan; 
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 
dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan 
tersebut. 
G. Teori-Teori Kejahatan Anarkis 
1. Teori Anomie 
a. Pengertian Dasar A-nomie 
Anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh 
Emile Durkheim16 untuk menggambarkan keadaan yang 
kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani 
‘a-‘: ‘tanpa’, dan ‘nomos’: ‘hukum’ atau ‘peraturan’. 
 Istilah tersebut, diperkenalkan juga oleh Robert K. 
Merton, yang tujuannya untuk menggambarkan keadaan 
deregulation di dalam masyarakatnya. Keadaan ini berarti 
                                                          
15 Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Surabaya: Putra Harsa.1993.hlm 23 
16 David Emile Durkheim (15 April 1858 – 15 November 1917) dikenal sebagai salah satu pencetus 
sosiologi modern. 
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tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam 
masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan oleh 
orang itu, keadaan masyarakat tanpa norma ini (normlessnes) 
inilah yang menimbulkan perilaku deviate (menyimpang). 
 Pada tahun 1938, Merton mengambil konsep anomie, 
untuk menjelaskan perbuatan deviasi di Amerika, tetapi 
konsep Merton berbeda dengan apa yang diterapkan oleh 
Durkheim. 
 Merton membagi norma-norma social menjadi dua 
jenis, tujuan social (sosietea goals) dan sarana-sarana yang 
tersedia (acceptable means), untuk mencapai tujuan tersebut. 
Dalam perkembangannya, pengertian anomie, mengalami 
perubahan, yakni “adanya pembagian antara tujuan-tujuan 
dan sarana-sarana dalam suatu masyarakat yang terstruktur”. 
Misalnya, adanya perbedaan-perbedaan kelas-kelas social 
yang menimbulkan adanya pebedaan tujuan-tujuan dan 
sarana yang tersedia. 
 Konsep anomie tersebut, dapat digambarkan sebagai 
berikut:  
“Dalam setiap masyarakat terdapat tujuan-tujuan 
tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya 
untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat sarana-
sarana yang dapat dipergunakan tetapi dalam 
kenyataannya tidak setiap orang dapat menggunakan 
sarana-sarana yang tersedia tersebut. Hal ini 
menyebabkan penggunaan cara yang tidak sah dalam 
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mencapai tujuan, maka dengan demikian akan timbul 
penyimpangan dalam mencapai tujuan tersebut.”17 
 
 Kemudian, dari perkembangan tersebut, anomie juga 
dapat terjadi karena “perbedaan struktur kesempatan”. 
Konsep ini dapat kami gambarkan sebagai berikut: 
“Dalam setiap masyarakat terdapat struktur social 
(berbentuk kelas-kelas). Kelas ini dapat menyebabkan 
perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan. 
Misalnya mereka mempunyai kelas yang rendah (lower 
class), mempunyai kesempatan yang lebih kecil dalam 
mencapai tujuan, bila dibandingkan dengan mereka 
yang mempunyai kelas yang lebih tinggi (upper class). 
Keadaan tersebut (tidak samanya sarana-sarana serta 
perbedaan struktur kesempatan) akan menimbulkan 
frustasi dikalangan warga yang tidak mempunyai 
kesempatan dalam mencapai tujuan.”18 
 
 Maka dengan demikian, disimpulkan bahwa masalah 
ini, yang akhirnya melahirkan sebuah konsep anomie, 
disimpulkan bahwa yang dikatakan anomie adalah Suatu 
keadaan, di mana dalam suatu masyarakat, tidak adanya 
kesempatan, adanya perbedaan struktur kesempatan untuk 
mencapai sebuah tujuan (cita-cita). Kedua faktor inilah yang 
menyebabkan masyarakat menjadi frustasi; terjadinya konflik; 
adanya ketidakpuasan sesame individu, maka semakin dekat 
dengan kondisi hancur-berantakan yang tidak didasarkan 
kepada norma yang berlaku, inilah A-nomie 
                                                          
17 Yesmil Anwar & Adang, Krimonologi, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 87 
18 Ibid 
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 Walaupun adanya ketidak puasan, namun ada cara 
untuk mengatasi keadaan anomie tersebut. Beberapa ahli 
kriminologi, ataupun para dosen kriminologi, penulis buku 
kriminologi sepakat bahwa anomie, dapat teratasi dengan 
cara sebagai berikut: 
a. Masyarakat harus tetap menerima tujuan dan sarana-
sarana yang terdapat dalam masyarakat, karena adanya 
tekanan moral (konformitas/conforming). 
b. Harus tetap memelihara tujuan yang terdapat dalam 
masyarakat, tetapi masyarakat pun diperbolehkan 
merubah sarana yang dipergunakan untuk mencapai 
tujuan tersebut (asalkan yang halal) (inovasi/innovation). 
Mengubah sarana-sarana yang salah misalnya untuk 
mencapai uang yang banyak, mereka mengubah sarana 
menabung dengan sarana merampok bank. 
c. Masyarakat menolak tujuan yang telah ditetapkan 
(dipositifkan), dan memakai tujuan yang telah ditentukan 
(oleh Tuhan), (ritualisme/ritualism). 
d. Untuk mengatasi anomie, warga masyarakat juga harus 
mengadakan pemberontakan (rebellion) terhadap sarana 
dan tujuan yang terdapat dalam masyarakat, dan kemudian 
masyarakat harus berusaha untuk mengubahnya dan 
menggantinya menjadi sarana dan tujuan yang terbaik 
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untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan, namun sebelum 
masyarakat mengadakan rebellion, terlebih dahulu harus 
mengadakan penarikan diri (retreatisme), dari tujuan dan 
sarana yang terdpat dalam masyarakat. 
Sebagai sebuah teori, maka anomie merupakan 
golongan teori abstrak/macrotheoriess dalam klasifikasi teori 
positif William dan McShane, atau dengan melalui 
pendekatan teorinya secara sociological (Frank Hagan). 
Teori anomie Merton diperbaiki Cloward dan Ohlin 
mengatakan bahwa sesungguhnya terdapat cara-cara untuk 
mencapai sukses, yaitu cara yang disebutnya “legitimate dan 
illegitimate”. Sedangkan Merton hanya mengakui cara yang 
pertama. 
b. Pergulatan Durkheim dengan Anomie 
Emile Durkheim, sosiolog perintis dan dari Perancis 
abad ke 19 menggunakan kata ini (Anomie) dalam bukunya 
yang menguraikan sebab-sebab bunuh diri untuk 
menggambarkan keadaan atau kekacauan dalam diri 
individu, yang dicirikan oleh ketidakhadiran atau 
berkurangnya standar atau nilai-nilai dan perasaan alienasi 
dan ketiadaan tujuan yang menyertainya. 
Durkheim dilahirkan di Epinal, Prancis yang terletak di 
Lorraine. Ia berasal dari keluarga Yahudi Prancis yang taat 
ayah dan kakeknya adalah Rabi. Hidup Durkheim sendiri 
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sama sekali secular. Malah kebanyakan dari karyanya 
dimaksudkan untuk membuktikan bahwa fenomena 
keagamaan berasal dari faktor-faktor social dan bukan ilahi. 
Namun demikian, latar belakang Yahudinya membentuk 
sosiologinya banyak mahasiswa dan rekan kerjanya adalah 
sesame Yahudi dan seringkali masih berhubungan darah 
dengannya. 
2. Teori Subculture 
Pada dasarnya, Teori Subculture membahas dan 
menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan 
berbagai tipe gang. Sebagai social heritage, teori ini dimulai tahun 
1950-an dengan bangkitnya perilaku konsumtif kelas menengah 
Amerika. Di bidang pendidikan, para kelas menengah 
mengharapkan pendidikan universitas bagi anak-anak mereka. 
Kemudian dalam bidang iptek, keberhasilan Uni Soviet 
mengorbitkan satelit pertamanya akhirnya berpengaruh besar 
dalam system pendidikan di AS. Di sisi lain, memunculkan 
urbanisasi yang membuat daerah pusat kota menjadi kacau balau 
dan hal ini merupakan masalah perkotaan. Sehingga, kenakalan 
adalah masalah kelas bahwa serta geng adalah bentuk paling 
nyata dari pelanggaran tersebut. Teori Subculture sebenarnya 
dipengaruhi kondisi intelektual (intellectual heritage) Aliran 
Chicago, konsep anomie Robert K. Merton dan Salomon Kobrin 
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yang melakukan pengujian terhadap hubungan antara geng 
jalanan dengan laki-laki yang berasal dari komunitas kelas bawah 
(lower class). 
Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa ada ikatan antara 
hierarki politis dan kejahatan teroganisir. Karena ikatan tersebut 
begitu kuat sehingga Kobrin mengacu kepada “Kelompok 
Pengontrol Tunggal” (single controlling group) yang melahirkan 
konsep komunitas integrasi. 
Dalam kepustakaan kriminologi dikenal dua teori Subculture 
yaitu: pertama; Teori Delinquent sub-Culture. Teori ini 
dikemukakan Albert K. Cohen dalam bukunya, Delinquent Boys 
(1955), yang berusaha memecahkan masalah bagaimana 
kenakalan sub-culture dimulai dengan menggabungkan perspektif 
Teori Disorganisasi Sosial dari Shaw dan McKay,  Teori 
Differential Association dari Edwin H. Sutherland dan Teori 
Anomie. Cohen berusaha menjelaskan terjadinya peningkatan 
perilaku delinkuen di daerah kumuh (slum). Karena itu, konklusi 
dasarnya menyebutkan bahwa perilaku delinkuen dikalangan 
remaja, usia muda masyarakat kelas bawah, merupakan cermin 
ketidakpuasan terhadap norma dan nilai kelompok kelas 
menengah yang mendominasi kultur Amerika. 
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Kondisi demikian mendorong adanya konflik budaya yang 
oleh Cohen disebut sebagai “Status Frustation”. Akibatnya, timbul 
keterlibatan lebih lanjut anak-anak kelas bawah dan geng-geng 
dan berperilaku menyimpang yang bersifat “non-utilitarian, 
malicious and negativistic (tidak berfaedah, dengki dan jahat)”. 
Konsekuensi logis dari konteks diatas, karena tidak adanya 
kesempatan yang sama dalam mencari status social pad struktur 
social maka para remaja kelas bawah akan mengalami problem 
status dikalangan remaja. Akhirnya, Albert K. Cohen bersama 
James Short  melakukan klasifikasi sub-sub budaya delinkuen, 
menjadi: 
a. A parent male subculture the negativistic subculture 
originally identified to delinquent boys; 
b. The conflict-oriented subculture the culture of a large 
gang that engages in collective violence; 
c. The drug addict subculture groups of youth whose lives 
revolve around the purchase sale, use of narcotics; 
d. Semi professional theft-youths who engage in the theft 
or robbery of merchandise for the purpose of later sale 
and monetary gain; and 
e. Middle-class subculture-delinquent group that rise, 
because of the pressures of living in middle-class 
environments. 
 
Kedua; Teori Differential Opportunity, Teori perbedaan 
kesempatan (Differential Opportunity) dikemukakan Richard A. 
Cloward dan Leyod E. Ohlin dalam bukunya, Delinquency and 
Opportunity:a Theory of Delinquent Gang (1960), yang membahas 
perilaku delinkuen kalangan remaja (geng) di Amerika dengan 
perspektif Shaw dan McKay serta Sutherland. Menurut Cloward, 
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terdapat struktur kesempatan kedua yang tidak dibahas Teori 
Anomie Robert K. Merton yaitu adanya kesempatan tidak sah (the 
illegitimate opportunity structure). Pada dasarnya, Teori Differential 
Opportunity berorientasi dan memabahas penyimpangan diwilayah 
perkotaan. Penyimpangan tersebut merupakan fungsi perbedaan 
kesempatan yang dimiliki anak-anak untuk mencapai tujuan legal 
maupun illegal. Untuk itu, Cloward dan Ohlin mengemukakan tiga 
tipe gang kenakaln subculture yaitu: 
a. Criminal Subculture, bilamana masyarakat secara penuh 
berintegrasi, geng akan berlaku sebagai kelompok para remaja 
yang belajar dari orang dewasa. Aspek itu berkorelasi dengan 
organisasi kriminal. Kriminal subculture menekankan aktivitas 
yang menghasilkan keuntungan materi, uang atau harta benda 
dan berusaha menghindari penggunaan kekerasan. 
b. Retreatist Subculture, di mana remaja tidak memiliki struktur 
kesempatan dan lebih banyak melakukan perilaku menyimpang 
(mabuk-mabukan penyalahgunaan narkoba dan lain 
sebagainya). 
c. Conflict Subculture, terdapat dalam suatu masyarakat yang 
tidak terintegrasi, sehingga suatu organisasi mejadi lemah. 
Geng subculture demikian ini cenderung memperlihatkan 
perilaku yang bebas. Ciri khas geng ini seperti adanya 
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kekerasan, perampasan harta benda dan perilaku menyimpang 
lainnya. 
3. Teori Differential Association 
Sutherland membangun pemikiran yang lebih sistematis 
dibanding Shaw dan McKay dalam mengamati bahwa nilai-nilai 
delinquent ditrasmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 
Sutherland menemukan istilah differential association untuk 
menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi 
social itu. Setiap orang, menurutnya mungkin saja melakukan 
kontak (hubungan) dengan “definitions favorable to violation of law” 
atau dengan “definitions unfavorable to violation of law.” 
Rasio dari definisi-definisi atau pandangan-pandangan 
tentang kejahatan ini apakah pengaruh-pengaruh criminal atau non-
kriminal lebih kuat dalam kehidupan seseorang menentukan ia 
menganut atau tidak kejahatan sebagai satu jalan hidup yang 
diterima. Denga kata lain rasio dari definisi-definisi (kriminal 
terhadap non kriminal) menentukan apakah seseorang akan terlibat 
dalam tingkah laku kriminal. 
Sutherland memperkenalkan differential association theory 
dalam buku teksnya Principles of Criminilogy pada tahun 1939. 
Sejak saat itu para sarjana telah membaca, menguji, melakukan 
pengujian ulang, dan terkadang mengkritik teori ini yang diklaim 
dapat menjelaskan perkembangan semua tingkah laku criminal. 
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Differential association didasarkan pada Sembilan proposisi 
(dalil), yaitu: 
1. Criminal bebavior is learned (tingkah laku kriminal dipelajari). 
2. Criminal bebavior is learned in interaction with other person in a 
process of communication (tingkah laku kriminal dipelajari dalam 
interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi). 
3. The principal part of the learning of criminal bebavior occurs 
within intimate personal groups (bagian terpenting dari 
mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-
kelompok orang yang intim/dekat). Keluarga dan kawan-kawan 
dekat mempunyai pengaruh paling besar dalam mempelajari 
tingkah laku menyimpang. Komunikasi-komunikasi mereka jauh 
lebih banyak daripada media massa, seperti film dan surat kabar. 
4. When criminal bebavior is learned, the learning includes (a) 
techniques of commiting the crime, which are sometimes very 
complicated, sometimes very simple and (b) the specific direction 
of motives, drives, rationalizations and attitudes (ketika langkah 
laku kriminal dipelajari, pembelajaran itu termasuk (a) teknik-
teknik melakukan kejahatan yang kadang sangat sulit, kadang 
mudah dan (b) arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, 
rasionalisasi-rasionalisasi dan sikap-sikap). Delinquent muda 
bukan saja belajar bagaimana mencuri di toko tapi juga belajar 
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bagaimana merasionalisasi dan membela tindakan-tindakan 
mereka. 
5. The specific direction of motives and drives is learned from 
definitions of the legal codes as favorable or unfavorable (arah 
khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari 
melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia 
menguntungkan atau tidak). 
6. A person becomes delinquent because of an excess of definitions 
favorable to violation of law over definitions unfavorable to 
violation of law (seseorang menjadi delinquent karena definisi-
definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari 
definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar 
hukum). 
7. Differential associations may vary in frequency, duration, priority, 
and  intencity (asosiasi differential itu mungkin bermacam-macam 
dalam frekuensi, lamanya, prioritasnya dan intensitasnya). 
Tingkat dari asosiasi-asosiasi seseorang yang akan 
mengakibatkan kriminalitas berkaitan dengan kekerapan kontak, 
dan arti dari asosiasi kepada si individu. 
8. The process of learning criminal bebavior by association with 
criminal and anticriminal patterns involves all of a mechanism that 
are involved in any other learning (proses mempelajari tingkah 
laku criminal melalui  asosiasi dengan pola-pola criminal dan anti 
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criminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap 
pembelajaran lain). 
9. While criminal bebavior is an expression of general needs and 
values, it is not explained by those general needs and values 
since noncriminal bebavior is an expression of the same needs 
and values (walaupun tingkah laku criminal merupakan ungkapan 
dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku 
criminal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-
nilai yang sama). 
4.  Pendekatan Kriminologi Terhadap Brutalisme Massa 
Pendekatan tentang sebab seseorang ataupun kelompok 
tertentu melakukan kejahatan bertitik tolak pada keyakinan bahwa 
perilaku jahat akibat dari ketegangan yang terjadi antara 
kebudayaan dengan struktur social suatu masyarakat. Setiap 
masyarakat tidak hanya memiliki tujuan-tujuan yang dianjurkan oleh 
kebudayaan, tetapi juga cara-cara yang diperkenankan oleh 
kebudayaan tersebut untuk memperoleh apa yang menjadi tujuan 
yang diingini. 
Dalam hal ini terdapat kesenjangan antara goals and means 
antara cita-cita dan realita. Apalagi individu tidak mempunyai 
peluang untuk mendekatkan cita-cita dengan realita melalui cara 
yang disarankan oleh kebudayaan atau memilih cara yang 
berpegang pada patokan baku dalam masyarakat, peluang untuk 
lahirnya perilaku jahat akan terbuka lebar. 
41 
 
Kesenjangan dan ketidakselarasan antara goals and means 
melahirkan berbagai dampak negative terhadap perilaku warga 
masyarakat. Kesenjangan social akan mudah tercipta, demikian 
pula berbagai bentuk kecemburuan social dengan yang tidak 
berhasil mencapai tujuan-tujuan sosialnya melalui cara yang 
selaras norma-norma yang berlaku. Pada ujungnya akan lahir pula 
suatu kondisi hilangnya kepercayaan pada norma-norma yang 
sudah ada yang selama ini menjadi pegangan dan pada gilirannya 
akan mendatangkan frustasi social sebagaimana penulis uraikan 
pada bagian awal tulisan ini. 
Dengan mengacu pada pendekatan sebab musabab perilaku 
jahat tersebut diatas, kiranya dapat disimak konsep seorang 
sosiolog yang tak asing lagi bernama Emile Durkheim yang 
mengintrodusir konsep “anomie” sebagai “a condition of 
deregulation” yang terjadi dalam masyarakat yang maknanya 
adalah adanya suatu situasi kekacauan norma dan arah. Dan 
kemudian oleh Robert K. Merton dalam bukunya, Social Theory 
and Social Structure (1975), dihubungkan dengan kondisi social di 
Amerika yang tercipta akibat tidak adanya keselarasan dan 
lebarnya kesenjangan harapan kultural dengan kenyataan-
kenyataan social. 
Itulah sebabnya teori Robert K. Merton dijuluki sebagai teori 
“anomie kesenjangan”. Dalam kaitannya konsep anomie dengan 
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perilaku “blutarilisme massa”, Merton mengemukakan bahwa 
akibat proses sosialisasi, individu-individu belajar mengenai tujuan-
tujuan penting kebudayaan dan sekaligus mempelajari cara-cara 
untuk mencapai tujuan-tujuan yang selaras dengan kebudayaan. 
Bilamana terjadi kemacetan, kesempatan untuk mencapai tujuan itu 
tidak ada, kemudian individu-individu mencapai alternative, perilaku 
alternatifnya mungkin menimbulkan “brutalisme massa” karena 
para perilaku merasa dalam sebuah komunitas “senasib 
sepenanggungan” yang tengah mencari pelampiasan 
ketidakpuasannya akibat dalamnya jurang antara cita-cita yang 
diinginkan dengan kenyataan hidup. 
Kejahatan, kekerasan maupun “brutalisme massa” di 
Indonesia merupakan produk system social dengan berbagai nilai 
yang maha bhineka yang satu sama lain tidak selalu serasi, selaras 
dan seimbang. Mengingat peranan kebhinekaan suku bangsa di 
Indonesia yang memiliki ciri khasnya masing-masing tak jarang 
akan terjadi konflik kultural, yang oleh para ahli seperti Sellin dan 
Clifford Shaw  telah diteliti secara mendalam. 
Kemajuan teknologi dan sains serta terbukanya sarana 
komunikasi sangat merangsang percepatan perubahan social di 
Indonesia. Dalam mobilitas social tersebut kejahatan kekerasan 
merupakan produk dari gerak perubahan kultural maupun 
perubahan social. 
43 
 
Sebagai contoh penanggulangan kejahatan dengan cara 
“petrus” (pembunuh misterius) dan “matius” (mati misterius) bukan 
merupakan sebuah penanggulangan kejahatan yang bersandarkan 
pada adanya pengakuan terhadap HAM bahkan tidak jarang justru 
sebaliknya. Contoh lain dalam hal penanggulangan demonstrasi 
yang amat represif membuat masyarakat antipasti tehadap aparat 
hukum, juga dalam hal penanggulangan kerusuhan etnis di 
berbagai kawasan di Indonesia seringkali menyisakan “luka” yang 
amat dalam bagi masyarakat setempat. Semua itu berakar pada 
kondisi actual masyarakat Indonesia yang cenderung “alergi” 
terhadap perubahan, mungkin disebabkan sebagian masyarakat 
masih didominasi oleh sikap konservatif tradisional masyarakat 
komunal.  
5. Theory Collective Behavior 
Psikologi adalah ilmu tentang perilaku dan proses mental. 
Massa dapat diartikan sebagai bentuk kolektivisme (kebersamaan). 
Oleh karena itu psikologi massa akan berhubungan dengan perilaku 
yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok massa. 
Fenomena kebersamaan ini di istilahkan sebagai Perilaku Kolektif 
(collective Behavior).19 
                                                          
19 Unair.ac.id/2008/12/03/memahami-psikologi-massa-dan-penanganannya/ (diakses tanggal 2 
Januari 2017) 
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Macam-macam bentuk perilaku kolektif, secara deskriptif 
Miligram melihat kerumunan (crowd) sebagai sekelompok orang 
yang membentuk agrerasi, jumlahnya semakin lama semakin 
meningkat, orang-orang ini mulai membentuk suatu bentuk baru 
seperti lingkaran. 
Ada beberapa bentuk kerumunan (Crowd) yang ada dalam 
masyarakat: 
1. Temporary Crowd: orang yang berada pada situasi 
saling berdekatan di suatu tempat dan pada situasi 
sesaat. 
2. Casual Crowd: sekelompok orang yang berada di 
ujung jalan dan tidak memiliki maksud apa-apa 
3. Conventional Crowd:  audience yang sedang 
mendengarkan ceramah 
4. Acting Crowd atau  rioting crowd:  sekelompok massa 
yang melakukan tindakan kekerasan 
5. Solidaristic Crowd: Kesatuan massa yang munculnya 
karena di dasari oleh kesamaan ideologi 
H. Penanggulangan Kejahatan 
1. Pre-emtif 
Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah 
upaya-upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk 
mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan 
dalam penanggulangan kejahatan secara pre-entif adalah 
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menanamkan nilai-nilai yang baik sehingga norma-norma 
tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada 
kesempatan untuk melakukan pelanggaran tapi tidak ada niatnya 
untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. 
Jadi dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun 
ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, 
yaitu: niat+kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya, ditengah 
malam pada saat lampu merah menyala maka pengemudi itu 
akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun 
pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Jadi dalam upaya 
pre-emtif faktor NIAT tidak terjadi. 
2. Preventif 
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut 
dari upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan 
sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang 
ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk 
dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor 
tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor yang ada 
ditempatkan ditempat penitipan motor, dengan demikan 
kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi 
dalam upaya preventif KESEMPATAN ditutup.  
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3. Represif  
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana / 
kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law 
enforcement) dengan mejatuhkan hukuman. 
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BAB III 
METODE  PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penulis akan melakukan penelitian di Kantor Polrestabes 
Makassar karena Kota Makassar sering terjadi unjuk rasa baik dari 
kelompok mahasiswa, aktifis, LSM, buruh dan kelompok lainnya.   
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
terdiri dari data primer dan data sekunder, adapun sumbernya 
diperoleh melalui cara sebagai berikut : 
A. Data Primer 
Data primer bersumber dari pihak Kepolisian Polrestabes Makassar 
melalui wawancara langsung. 
B. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang sumbernya diperoleh dari kajian 
kepustakaan, referensi-referensi hukum, jurnal ilmiah hukum, 
peraturan perundang-undangan dibidang hukum, dokumen bahan 
hukum yang diperoleh dari Polrestabes Makassar. 
Pengambilan data sekunder diperoleh dengan cara menelaah 
secara kritis referensi-referensi di bidang hukum yang menyangkut 
masalah penanganan unjuk rasa di Kota Makassar dan mengadakan 
polarisasi dan kategorisasi dan dokumen-dokumen yang diperoleh 
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dari kantor Polrestabes Makassar yang berperan dibidang 
pengawasan dan penanganan unjuk rasa.  
C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka penulis 
menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Wawancara  
Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara 
dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan objek penelitian, 
serta meminta data-data kepada pihak yang terkait. 
2. Studi dokumen 
Dilakukan dengan pengumpulan data sekunder dengan cara 
membaca dan mempelajari artikel-artikel pada berita online, 
surat kabar dan buku-buku bacaan lainnya dan peraturan 
perundang-undangan atau referensi lainnya yang erat kaitannya 
dengan permasalahan yang dibahas. 
D. Analisis Data 
Dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer dengan 
cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten 
dengan objek penelitian, serta meminta data-data kepada pihak 
yang terkait dengan penelitian ini. Data yang diperoleh penulis kelak 
akan dituangkan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Dengan menggunakan deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk 
menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang 
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diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul 
penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis 
guna menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Polrestabes Makassar 
Polrestabes Makassar terletak di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 
9 Kota Makassar. Polrestabes Makassar memiliki daerah kekuasaan 
yang meliputi Polsek Panakukang, Polsek Rappocini, Polsek 
Tamalanrea, Polsek Manggala, Polsek Makassar, Polsek Bontoala, 
Polsek Biringkanaya, Polsek Mariso, Polsek Tamalate, Polsek Tallo, 
Polsek Mamajang, Polsek Ujung Pandang. 
1. Visi dan Misi Polrestabes Makassar 
a. Visi  
- Mampu mewujudkan sikap dan perilaku Polri sebagai 
pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang 
selalu didambakan oleh masyarakat.  
- Sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan 
proporsional selalu menjunjung tinggi supremasi hukum 
dan Hak Asasi Manusia.  
- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.  
- Mewujudkan Kamtibmas dalam kehidupan masyarakat. 
- Mendukung kegiatan pemerintah dalam rangka 
terciptanya Kamtibmas yang aman.  
- Menjadi Polri yang dipercaya oleh rakyat. 
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- Mewujudkan/menampilkan identitas/ciri khas Polrestabes 
Makassar dan Polsek jajaran. 
b. Misi 
Dari rangkaian visi sebagaimana tersebut diatas dan 
didukung dari pemikiran bahwa “kejahatan adalah produk dari 
masyarakat dan institusi Polri ada karena kebutuhan 
masyarakat”, saat ini Polri berusaha mendekatkan diri kepada 
masyarakat dan menggali segala potensi yang ada di 
masyarakat, untuk mendeteksi dan mencegah sedini mungkin 
kejahatan yang ada di masyarakat serta menyelesaikan yang 
terjadi hingga ke akar-akarnya agar dapat tercipta maka misi 
yang harus diemban ke depan adalah sebagai berikut :  
1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan 
kepada masyarakat Kota Makassar (meliputi aspek 
security, surety safety dan peace) sehingga masyarakat 
Kota Makassar bebas dari gangguan fisik dan psikis.  
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat Makassar 
melalui upaya prefentif yang dapat meningkatkan 
kesadaran dan kekuatan hukum masyarakat (law abiding 
citizen ship).  
3. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional 
dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan Hak 
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Asasi Manusia menuju kepada adanya kepastian hukum 
serta rasa keadilan.  
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Kota 
Makassar dengan tetap memperhatikan norma-norma dan 
nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
5. Mengelola SDM Polrestabes Makassar secara profesional 
dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan 
dalam Negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya 
gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.  
6. Mewujudkan upaya konsolidasi kedalam (internal Polri) 
sebagai upaya mengamankan visi dan misi Polri kedepan. 
7. Memelihara solidaritas institusi Polri dari berbagai 
pengaruh eksternal yang sangat merugikan organisasi.  
8. Mewujudkan adanya perubahan administrasi, 
sikap/perilaku, fisik komando dan individu bagi seluruh 
anggota Polrestabes Makassar dan Polsek jajaran.   
Di dalam Kepolisian terdapat bagian-bagian satuan, antara bagian 
satuan satu dengan yang lain mempunyai tugas yang berbeda, bagian 
satuan tersebut adalah:  
a. Bagian OPS dengan tugas: pengendalian kegiatan-kegiatan 
operasional ditingkat satuan kerja Polwiltabes dan Polres.  
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b. Bagian Binamitra dengan tugas: memberi pelayanan pada 
masyarakat mengenai sadar hukum, dengan memberikan 
penyuluhan serta menjalin kerjasama antara polisi dan 
masyarakat.  
c. Bagian MIN dengan tugas: mengatur kenaikan pangkat sampai 
pensiun setiap anggota polisi serta kesejahteraan polisi.  
d. Ur Telematika dengan tugas: menangani tentang alat komunikasi 
yang digunakan polisi dalam melaksanakasn tugas, dari 
pengadaan sampai perbaikan.  
e. Unit P3D dengan tugas: penegakan disiplin anggota polisi serta 
menindak polisi yang terbukti melakukan pelanggaran.  
f. Ur Dukkes dengan tugas: menangani masalah kesehatan setiap 
anggota polisi.  
g. TAUD dengan tugas: menangani masalah surat menyurat urusan 
dalam.  
h. Sat Intelkam dengan tugas: menangani masalah penyelidikan 
pengamanan,penggalangan,atau mencari informasi tentang 
bidang idiologi , politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan.  
i. Sat Reskrim dengan tugas: menangani masalah penyelidikan 
dan penyidikan terhadap tindak pidana dalam hal penegakkan 
hukum hingga diajukan ke penuntut umum.  
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j. Sat Narkoba dengan tugas: menangani masalah tentang tindak 
kejahatan khusus narkotika, psikotropika, dan obat-obat 
terlarang.  
k. Sat Samapta dengan tugas: pengaturan, penjagaan, pengawalan 
dan patroli, terhadap masyarakat, perusahaan pemerintah 
maupun swasta.  
l. Pam Obvit dengan tugas: menangani masalah tentang 
pengamanan obyek vital, seperti: bank, bandara.  
m. Sat Lantas dengan tugas: menangani masalah tentang ketertiban 
dan kelancaran lalu lintas, identifikasi kendaraan bermotor dan 
penerbitan sim, stnk dan bpkb.  
n. SPK dengan tugas: menangani masalah tentang pelayanan pada 
masyarakat mengenai penerimaan laporan tahap awal.  
2. Struktur Organisasi 
Penyusunan organisasi digunakan atau merancang struktur 
organisasi berdasarkan pekerjaan dengan berpedoman pada pembagian 
kerja dan menjadikannya suatu kesatuan yang terpadu dan harmonis. 
Struktur organisasi merupakan bagian yang menunjukkan pola hubungan 
kerja antara atasan dan bawahan. 
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B. Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk 
Rasa Mahasiswa Yang Anarkis Di Kota Makassar 
Pada saat terjadinya unjuk rasa ada tahapan-tahapan di dalam 
pelaksanaan pengamanan unjuk rasa oleh kepolisian. Tahapan ini 
disesuaikan dengan keadaan atau situasi kegiatan unjuk rasa. Adapun 
tahapan itu adalah : (wawancara dengan Bripka Adijaya)   
1. Tindakan Pre-emtif 
Tahapan situasi tertib (Hijau)   
Tahapan tertib adalah tahapan dimana kegiatan unjuk rasa masih 
berjalan aman, tidak ada kegiatan yang mengarah pada kegiatan tidak 
tertib. Dalam situasi tertib diturunkan pasukan dalmas awal. Dalmas awal 
adalah satuan Dalmas yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan khusus 
kepolisian digerakkan dalam menghadapi kondisi massa masih tertib dan 
teratur (situasi hijau). 
Pada situasi tertib pasukan Dalmas melakukan pengawalan dan 
pengamanan kepada pengunjuk rasa sambil terus memberikan himbauan 
kepada pengunjuk rasa. Redaksional Himbauan yang dimaksud adalah :  
Kepada saudara-saudara pengunjuk rasa, kami dari jajaran Kepolisian 
memohon dengan sangat kepada saudara - saudaraku :   
a. Agar saudara-saudara dapat menjaga ketertiban dan keamanan, 
jangan melakukan pelanggaraan hukum. 
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b. Sampaikan aspirasi dan pendapat saudara-saudara secara sopan 
dan baik. Saudara-saudara jangan terprovokasi oleh tindakan 
tindakan orang yang tidak bertanggung jawab. 
c. Jangan menyusahkan anggota masyarakat lainnya. 
d. Jaga kehormatan dan martabat kita sebagai anggota masyarakat   
Dalam pelaksanaan unjuk rasa, pihak kepolisian melakukan 
rekaman jalannya unjuk rasa mengunakan video kamera baik bersifat 
umum maupun khusus, selama unjuk rasa berlangsung. Keberadaan 
pasukan Dalmas yang juga merupakan manusia biasa, tidak mungkin 
memantau kagiatan yang dilakukan pangunjuk rasa secara perorangan. 
Jadi pemantauan dilakukan dengan menggunakan kamera video yang 
dilakukan oleh kapolisian dari fungsi Intelkam. Tujuan pemantauan dengan 
kamera ini juga berguna dalam penegakan hukum apabila ada kegiatan 
pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang tertentu. Pada tahapan ini 
pihak kepolisian melakukan negosiasi melalui negosiator dengan korlap 
pengunjuk rasa. Negosiator adalah anggota Polri yang melaksanakan 
perundingan melalui tawar menawar dengan massa pengunjuk rasa untuk 
mendapatkan kesepakatan bersama. Negosiator berada di depan pasukan 
Dalmas awal melakukan perundingan atau negosiasi dengan korlap untuk 
menampung aspirasi.  
Setelah dilakukan perundingan maka negosiator melaporkan kepada 
kepala kepolisian setempat tentang tuntutan unjuk rasa untuk diteruskan 
kapada pihak atau instansi yang dituju. Negosiator juga dapat mendampingi 
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perwakilan pengunjuk rasa menemui pihak yang dituju untuk 
menyampaikan aspirasinya. Tetapi apabila pengunjuk rasa dalam 
tuntutannya meminta kepada pimpinan instansi atau pihak yang dituju untuk 
datang ditengah-tengah massa pengunjuk rasa guna memberikan 
penjelasan, maka negosiator melaporkan kepada kepala kepolisian 
setempat, meminta agar pimpinan instansi atau pihak yang dituju dapat 
memberikan penjelasan ditengah tengah pengunjuk rasa. Dalam 
memberikan penjelasan, pimpinan instansi atau pihak yang dituju terus 
didampingi oleh negosiator dan kepala kepolisian setempat.   
Setiap komandan peleton (Dan Ton) mengendalikan anggotanya 
dan bertanggung jawab kepada komandan kompi (Dan Ki) dan selanjutnya 
komandan kompi melaporkan kepada atasannya. Kendali dilapangan 
dipertanggungjawabkan kepada Kapolsek setempat dan selanjutnya 
melaporkan perkembangan situasi kepada Kapolrestabes selaku 
pemegang kendali situasi dan penanggung jawab keamanan serta 
berwenang mengatur segala tindakan pasukan dilapangan pada lokasi 
unjuk rasa. Apabila situasi meningkat dari tertib (hijau) kepada situasi tidak 
tertib (kuning), maka dilakukan lapis ganti dengan Dalmas lanjut. Lapis ganti 
adalah kegiatan peralihan dari satuan dalmas awal ke dalmas lanjutan. Hal 
ini tindakan kepolisian dibidang personil melakukan pengamanan terbuka 
(Sabhara dan Brimob).   
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2. Tindakan Preventif 
 Tahapan Situasi Tidak Tertib (Kuning)   
Pada tahapan ini negosiator masih terus melakuan negosiasi dengan 
korlap pengunjuk rasa semaksimal mungkin, meski keadaan sudah tidak 
tertib (kuning). Situasi tidak tertib adalah situasi dimana para pengunjuk 
rasa sudah mulai melakukan perbuatan-perbuatan yang menggangu 
ketertiban dan keamanan sekitar lokasi unjuk rasa, aksi tetrikal dan aksi 
sejenisnya yang menyusahkan anggota masyarakat lainnya. Misalnya 
tindakan membakar sesuatu pada jalan raya, tidur-tiduran di jalan sehingga 
mengganggu para pengguna jalan. Maka dalam hal ini pasukan Dalmas 
lanjutan membantu mengangkat dan memindahkan ke tempat yang netral 
dan atau lebih aman dengan cara persuasif dan edukatif.  
Dalmas lanjutan adalah satuan dalmas yang dilengkapi dengan alat-alat 
perlengkapan khusus kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisi 
massa sudah tidak tertib (kuning). Dalam melakukan lapis ganti dari dalmas 
awal kepada dalmas lanjut maka polisi dapat menggunakan unit satwa 
dengan formasi bersaf di depan dalmas awal untuk melindungi saat 
melakukan proses lapis ganti. Lapis ganti adalah kegiatan peralihan dari 
dalmas awal ke dalmas lanjut. Apabila eskalasi meningkat dan atau massa 
melempari petugas dengan benda keras, maka Dalmas lanjut melakukan 
sikap berlindung selanjutnya kepala kepolisian setempat memberikan 
himbauan kepada Danton atau Danki Dalmas lanjut untuk melakukan 
tindakan hukum sebagai berikut:   
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a. Kendaraan taktis pengurai massa bergerak maju melakukan 
tindakan mengurai massa, bersamaan dengan itu dalmas lanjut maju 
dengan melakukan pendorongan massa.   
b. Petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api, 
pemadaman ban, spanduk, bendera dan alat peraga lainnya. 
c. Melakukan pelemparan dan penembakan gas air mata.   
Setiap Danton atau Danki terus melaporkan setiap perkembangan 
situasi kepada kepala kepolisian setempat. Dan apabila situasi semakin 
meningkat maka kepala kepolisian setempat melaporkan kepada Kapolres 
selaku pengendali umum agar dilakukan lintas ganti dengan Detasemen 
atau Kompi Penanggulangan Huru Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob).   
3. Tindakan Represif 
Tahapan Melanggar Hukum (Merah) 
Situasi melanggar hukum adalah situasi dimana pada saat kegiatan 
unjuk rasa telah terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum oleh 
para pengunjuk rasa. Misalnya terjadi pencurian, pengrusakkan kepada 
benda milik umum atau masyarakat sekitar, intimidasi ataupun perbuatan 
pidana lainnya. Pada situasi melanggar hukum kendali dipegang oleh 
Kapolres selaku pengendali umum, setelah adanya pemberitahuan dari 
kepala kepolisian setempat tentang situasi melanggar hukum. 
Kendali umum adalah pengendalian oleh Kapolres untuk mengatur 
seluruh kekuatan dan tindakan pasukan dilapangan dalam unjuk rasa pada 
kondisi dimana massa pengunjuk rasa sudah melakukan tindakan-tindakan 
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melanggar hukum dalam bentuk pengancaman, pencurian dengan 
kekerasan, pengrusakan, pembakaran, penganiayaan berat, teror, 
intimidasi, penyanderaan dan lain sebagainya selanjutnya disebut situasi 
merah. Artinya bahwa dalam situasi ini hanya Kapolres setempat yang 
dapat melakukan kendali terhadap pengamanan unjuk rasa.  
Pada tahap melanggar hukum, pasukan yang diturunkan adalah 
Detasemen atau Kompi Penanggulangan Huru Hara (PHH) Brigade Mobil 
(Brimob) setelah melakukan lintas ganti dengan Dalmas Lanjutan. Lintas 
ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari  satuan Dalmas lanjut kepada 
satuan Kompi atau Detasemen Penanggulangan Huru Hara Brimob. 
Penanggulangan Huru Hara adalah rangkaian kegiatan atau proses 
dalam mengantisipasi atau menghadapi terjadinya kerusuhan massa atau 
huru hara guna melindungi warga masyarakat dari akses yang ditimbulkan. 
Dalam tahap ini negosiator tidaklah bekerja lagi karena tindakan yang harus 
dilakukan adalah tindakan penegakan hukum dari kerusuhan yang terjadi. 
PHH Brimob dapat melakukan tindakan hukum berdasarkan perintah 
pengendali umum. Penangkapan dan penembakan dengan peluru karet 
dapat dilakukan. Atau pada situasi darurat dapat menggunakan peluru 
tajam. Sementara itu kepolisian dari fungsi lain terus melakukan tugas 
masing-masing sesuasi dengan fungsi mereka dan melakukan koordinasi 
untuk mencapai hasil yang maksimal. Seperti dari fungsi Intelkam terus 
mamantau dan merekam semua kejadian pada saat kerusuhan untuk 
mempermudah proses penyidikan oleh Kepolisian. 
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Polrestabes Makassar memiliki strategi dalam menangani unjuk rasa 
yang terjadi, strategi tersebut adalah Protap. Protap adalah sebuah 
program tetap kekuatan. Program kekuatan tersebut dimiliki oleh Polres dan 
Polsek, masing-masing Polres dan Polsek memberitahukan program tetap 
kekuatannya. Sehingga dalam menangani unjuk rasa jika terjadi 
kekurangan personil dapat menagmbil personil tambahan dari Polres atau 
Polsek. (wawancara Bripka Adijaya)  
Protap atau prosedur tetap Polrestabes Makassar dalam menangani 
unjuk rasa adalah;  
1. Unjuk rasa dihadapi oleh tim navigator, unjuk rasa dihadapi oleh 
pasukan Samapta/patroli yang berpakaian PDH dan menggunakan 
pet/sabuk dan berselempang.  
2. Apabila unjuk rasa berkembang menjadi agresif, yang menghadapi 
adalah pasukan pengendali massa (dalmas) yang dilengkapi dengan 
alat kendali massa berupa helm, tameng, tongkat T, pelindung kaki 
dan tangan kanan.  
3. Apabila massa berkembang menjadi agresif serta menggunakan 
senjata tajam, maka dibenarkan untuk menggunakan senjata api 
dengan peluru hampa sebagai terapi kejut (tembakan ke atas) untuk 
membubarkan massa.  
4. Apabila massa berkembang menjadi agresif disertai dengan 
pengrusakan fasilitas umum, toko, rumah penduduk, kantor 
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pemerintah, kantor polisi atau melakukan pencurian atau penjarahan 
benda serta massa, dapat digunakan senjata api dengan peluru 
karet untuk melakukan tembakan peringatan untuk membubarkan 
massa.  
5. Penembakan dengan peluru karet serta terarah pada bagian 
dibawah pinggang hanya dilakukan terhadap pelaku yang 
diperhitungkan dapat mengancam keselamatan badan maupun jiwa 
warga masyarakat maupun anggota Polri atau petugas atau 
diperhitungkan dapat menimbulkan kerusakan atau kebakaran atau 
terlebih lagi dapat menimbulkan situasi kerusakan diwilayah 
tersebut.  
6. Penggunaan senjata dengan peluru tajam tidak dibenarkan untuk 
menghadapi massa unjuk rasa. Senjata dengan peluru tajam hanya 
dibenarkan penggunaannya dalam menghadapi kelompok tertentu 
yang diketahui atau diduga juga menggunakan senjata api dengan 
peluru tajam. 
Untuk kegiatan unjuk rasa yang kegiatannya tersebut tidak 
diberitahukan terlebih dahulu atau tidak izin, Polrestabes Makassar tidak 
membubarkannya tetapi tetap menjaga unjuk rasa tersebut karena polisi 
bersifat fleksibel. Unjuk rasa yang dibubarkan dalam unjuk rasa yang 
berjalan anarkis atau dengan kerusuhan. (wawancara dengan Bripka 
Adijaya). 
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Prosedur penangan unjuk rasa dapat dilihat pada bagan dibawah ini: 
Prosedur Penanganan Unjuk Rasa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Polrestabes Makassar Tahun 2017 
 
Penyampaian 
Aspirasi 
3 hari sebelum 
pelaksanaan unjuk 
rasa penanggung 
jawab 
memberitahukan 
secara tertulis 
kepada Polri. 
Dengan 
STTP 
POLRI 
1. Setelah menerima surat 
pemberitahuan Polri wajib : 
a. Memberikan STTP 
b. Koordinasi dengan pihak 
bertanggung jawab kegiatan 
c. Koordinasi dengan pimpinan 
lembaga yang menjadi sasaran 
d. Mempersiapkan pengamanan, 
lokasi dan rute 
2. Memberikan perlindungan keamanan 
terhadap pengunjuk rasa 
3. Menjamin keamanan dan ketertiban 
Tanpa 
STTP 
1.Menghimbau 
untuk 
membubarkan diri 
2.Membubarkan 
paksa kegiatan 
unjuk rasa 
3.Penanggung jawab 
apabila melakukan 
tindak pidana, 
ditambah 1/3 dari 
hukuman pokok 
Unjuk Rasa Tertib 
Kewajiban Polri 
1. Pengamanan 
kegiatan 
2. Pengawalan 
kegiatan 
3. Mediator 
4. Mengawasi 
jalannya unjuk 
rasa 
Unjuk rasa tidak tertib 
Kewajiban polri 
1. Menegur pengunjuk rasa 
2. Membubarkan bila tidak 
terkendali 
3. P. jawab apabila melakukan 
tindak pidana, ditambah 1/3 
dari hukuman pokok 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang 
dianggap relevan dalam memberikan data dan atau informasi maka 
penulis merumuskan data dalam bentuk table tentang aksi unjuk 
rasa mahasiswa yang anarkis di Kota Makassar sebagai berikut : 
Tabel 1. Data Kasus Aksi Unjuk Rasa Anarkis yang dilakukan 
oleh Mahasiswa di Kota Makassar 
DATA AKSI UNJUK RASA MAHASISWA YANG ANARKIS/BENTROK 
DI KOTA MAKASSAAR 
TAHUN JUMLAH 
UNRAS 
JENIS UNRAS 
2012 18 
Semua aksi unjuk rasa isu tentang 
menolak kenaikan harga BBM era SBY-
Boediono 
2013 15 
10 aksi unjuk rasa diantaranya 
mengangkat isu menolak kenaikan harga 
BBM, 1 aksi unjuk rasa menolak 
pemadaman bergilir dikota Makassar, 4 
aksi memperingati hari tindak pidana 
korupsi 
2014 18 
Rata – rata aksi unjuk rasa mengangkat 
isu menolak kenaikan harga BBM era 
Jokowi-JK dan memperingati hari 
pendidikan nasional 
2015 3 
Memperingati Hari Kebangkitan Nasional 
dan aksi mendesak agar Kapolda Sulsel 
agar turun dari jabatannya 
TOTAL 54 - 
Sumber: Polrestabes Kota Makassar, 16 Januari 2017 
 Berdasarkan data yang diperoleh penulis pada tanggal 16 Januari 
2017 di atas, presentasi aksi unjuk rasa anarkis yang dilakukan oleh 
mahasiswa di Kota Makassar mengalami naik turun dari tahun 2012 jumlah 
aksi unjuk rasa anarkis yang dilakukan oleh mahasiswa 18 unjuk rasa, 
sementara pada tahun 2013 turun menjadi 15 unjuk rasa, kemudian pada 
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tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 18 unjuk rasa yang anarkis 
dan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2015 turun menjadi 3 unjuk rasa 
yang anarkis. 
 Berikut penulis akan mamaparkan beberapa contoh kasus setiap 
tahun, mulai dari tahun 2012-2015: 
a. 2012 
Pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekitar pukul 13.00 
wita bertempat di depan pintu 1 kampus Unhas Tamalanrea telah 
terjadi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Mahasiswa Unhas 
bersatu dengan issue menolak kebijakan pemerintah menaikkan 
BBM (bahan bakar minyak). Kronologis aksi orasi, menahan mobil, 
melempari, membakar dan melakukan pengrusakan, menahan Mobil 
Xenia warna merah  DD 231 AK milik Dinas Kehutanan Sulsel 
(depan penyok selanjutnya mobil tersebut dibalik), menahan Mobil 
tangki milik PT. Pertamina  DD 9460 AF dan dipiloks dan seluruh 
mahasiswa pengendara untuk mengisi bahan bakar secara gratis di 
SPBU depan pintu I Kampus Unhas dan memecahkan kaca kantor 
SPBU, menahan Mobil DD 9525 AQ milik PT. Aneka Mitra Gas yang 
mengangkut tabung gas kemasan 3 kg, para pengunjuk rasa 
menurunkan sebagian tabung gas dari atas mobil kemudian 
membagikan kepada pengguna jalan dan penumpang angkot yang 
melintas di TKP, menahan  mobil  Coca-Cola DD 9835 AS kemudian 
Mahasiswa lainnya menjarah minuman Coca-Cola, kembali 
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menahan serta membakar mobil Coca-Cola DD 9932 OJ, melakukan 
penganiayaan terhadap Bripka. IDRIS, memukul Kapolsek 
Tamalanrea Kompol. AMIRUDDIN, mengejar dan mencuri kamera 
milik AKP. DANIEL PANANDUK, SH, melakukan pelemparan ke 
arah petugas Kepolisian. 
b. 2013 
 Pada hari jumat tanggal 14 Juni 2013 sekitar pukul 13.00 Wita 
telah terjadi aksi unjuk rasa bertempat didepan Kampus UNM 
Gunung sari Makassar jl. A.P. Pettarani, aksi unjuk rasa  yang di 
lakukan sekitar 200 Orang Mahasiswa Unm yang 
mengatasnamakan diri BEM UNM ( yang terdiri dari  Bem. Fakultas 
Ilmi Keolahragaan, Bem. Fak. Ilmu Pendidikan, Aliansi Mahasiswa 
Olahraga, Aliansi Mahasiswa Ekonomi aksi dipimpin  Sdr. Faisal 
Mahasiswa UNM Fak. Olahraga/ tahun 2010 ), aksi dilakukan dalam 
rangka Penolakan kenaikan harga BBM. 
Aksi di lakukan dengan cara: 
a. Orasi secara bergantian dengan menggunakan megaphone; 
b. Membakar Ban Bekas; 
c. Membentangkan spanduk warna putih tulisan merah ukuran 1x5 
meter      bertuliskan  “ Mosi tidak Percaya kepada DPR-RI  dan Tolak 
kenaikan harga BBM “; 
d. Membakar ban bekas; 
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e. Memasang Replika tangki Pertamina warna putih  dan bertuliskan 
BLSM bukan Solusi, SBY Kok Lebay; 
f. Membagikan selebaran peryataan sikap yang bertuliskan: 
1. Menolak keras Inisiatif Presiden RI untuk menaikkan harga 
BBM. 
2. Mosi tidak Percaya kepada DPR-RI yang tidak 
mendengarkan Aspirasi rakyat yang justru memuluskan ke 
inginan busuk SBY- Boediono. 
3. Mendesak kepada Presiden–RI dan Menteri ESDM untuk 
menasionalisasikan Sumber daya migas. 
4. Tegakkan Pasal 33 UUD 1945.  
Sekitar pukul 14.00 s/d 14.30 wita Para Pengunjuk rasa menahan 
mobil Truck no. Polisi DD 9369 BU kemudian dijadikan panggung Orasi dan 
menutup jalur jalan dari arah selatan ke utara (dari depan BPN Makassar 
s/d belakang jalan Pendidikan Raya), melihat situasi dan kondisi tersebut 
Bapak Prof. DR, Heri (WR 3 UNM),  AKBP Parenrengi (Kasat ITK 
Polrestabews makassar) melakukan Negosiasi dengan Koordinator Aksi 
Unjukrasa agar Aksi tidak menutup jalan dan diharapkan waktu Aksi ada 
batas waktu mengingat Masyarakat pengguna jalan mulai resah dan kesal 
akibat penutupan jalan yang dilakukan oleh Pengunjukrasa, selanjutnya 
hasil Negosiasi disepakati bahwa pukul 17.00 wita Pengunjukrasa akan 
membubarkab diri, Hasil Negosiasi ini diteruskan oleh Bapak Kasat ITK 
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AKBP PARENRENGI Ke Waka Polrestabes Makassar dan Kabag Ops 
Polrestabes makassar. 
Sekitar pukul 17.00 wita Sdr. Faisal (Korlap pengunjukrasa) 
membacakan pernyataan sikap dan setelah itu Sdr. Faisal menyampaikan 
kepada para pengunjuk rasa (Mhs UNM) agar segera masuk Kampus 
(Menara UNM) dan selanjutnya jalur jalan yang sebelumnya ditutup oleh 
Pengunjuk rasa dibuka kembali sehingga arus lalu lintas lancar kembali, 
saat para pengguna jalan melintas tiba – tiba Pengunjuk rasa melakukan 
penutupan jalur jalan dan berlarian menuju arah depan Hotel Clarion karena 
mereka melihat ada petugas lalu lintas yang mengatur arus lalu lintas di 
depan Hotel Clarion sambil melakukan pelemparan ke arah petugas lalu 
lintas sampai di depan kantor PT. Telkom. 
Sekitar pukul 17.30 wita 1 SSK Brimob Polda Sulsel tiba di pertigaan 
jalan A.p Pettarani dan Jalan Sultan Alauddin dan membentuk Formasi 
untuk mendesak Massa Pengunjuk rasa mundur, namun pengunjukrasa 
terus memberikan perlawanan dengan melempari Petugas, dengan situasi 
dan kondisi tersebut Bapak Waka Polrestabes Makassar melalui Bapak 
Kabag Ops memerintahkan untuk menanggkap para pengunjukrasa. 
Sekitar pukul 17.45 wita Petugas Brimob terus mendesak 
Pengunjukrasa ke arah Kampus UNM dan berhasil mengamankan 
beberapa Pengunjukrasa dan kemudian diamankan di mobil Sat. Sabhara 
Polrestabes makkassar. 
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Sekitar pukul 18.00 wita Para Pengunjukrasa berhasil di desak 
mundur oleh Petugas Brimob ke dalam Kampus UNM (Menara UNM) dan 
Jalan Pendidikan Raya bersamaan dengan itu Petugas Brimob membuat 
Formasi bertahan di Pertigaan jalan A.P. Pettarani dan Jl. Pendidikan Raya 
karena para pengunjukrasa tetap melakukan perlawanan dengan cara 
melempari petugas dengan Batu, Busur dan Senjata rakitan Papporo, 
situasi ini berlangsung hingga pukul 21.00 wita. Sekitar pukul 21. 15 wita 
Bapak WR 3 UNM dan beberapa Dekan UNM bersama Kasat ITK 
Polrestabes makassar, Kabag Ops Polrestabes makassar dan Kasat 
Bimmas melakukan Negosiasi dengan Para Pengunjukrasa dengan hasil 
Bapak WR 3 UNM meminta kepada Pihak Kepolisian untuk melakukan 
Tindakan Kepolisian berupa Pembubaran dan Penyisiran terhadap 
Pengunjukrasa yang berada di Lantai dasar Gedung Phinisi UNM dan 
bersamaan dengan itu pula Petugas Brimob yang berada di Pertigaan Jalan 
Pendidikan Raya jalan AP Pettarani terus menuju kearah berkumpulnya 
massa pengunjukrasa yang berada di samping Kampus UNM, selanjutnya 
para Pengunjukrasa berlarian membubarkan diri dan beberapa diantaranya 
berhasil diamankan. 
Sekitar pukul 21.30 wita secara umum situasi Kampus UNM dan 
Gedung Phinisi UNM dan sekitarnya sudah terkendali dan aktifitas 
masyarakat berjalan normal kembali, selanjutnya Petugas Kepolisian 
melakukan Konsolidasi dan kembali ke kantor masing – masing. 
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c. 2014 
Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekitar pukul 12.00 wita, 
bertempat didepan pintu 1 Unhas Tamalanrea Makassar, 
berlangsung aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekitar 200 orang 
mahasiswa Unhas yang tergabung dalam Aliansi Gabungan 
Mahasiswa Unhas Bersatu yang dipimpin oleh Sdr. Dadang 
(Demisioner BEM Fak. Kehutanan Unhas). Aksi dilakukan dengan 
cara orasi secara bergantian, menutup separuh badan jalan arah 
barat ke timur, bakar ban bekas. Aksi tersebut dilakukan untuk 
menolak kebijakan pemerintah yang telah menaikkan harga BBM 
yang akan menambah beban penderitaan rakyat menengah 
kebawah. Sekitar pukul 14.30 wita, pengunjuk rasa menutup penuh 
jalanan depan kampus kemudian pihak security kampus mendorong 
mahasiswa agar kendaraan dapat melintas. Sekitar pukul 15.20 wita 
pengunjuk rasa membuka jalan yang diblokir arah poros Tello – Daya 
kemudian bergeser ke pintu 1 Unhas dan menutup akses jalan arah 
keluar kampus. Sekitar pukul 15.35 wita pengunjuk rasa kembali 
menutup jalan dari arah Tello ke Daya dan menahan satu unit mobil 
truk No. Pol. DD 9646 AN yang selanjutnya dijadikan sebagai 
panggung orasi.  
Sekitar pukul 16.15 wita pengunjuk rasa menutup total akses 
jalan depan pintu I Unhas. Sekitar pukul 16.25 wita pengunjuk rasa 
kembali menahan satu unit mobil truk No. Pol. DD 9688 AS dan 
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digunakan untuk menutup akses jalan dari arah Daya ke Tello dan 
mobil yang pertama dilepaskan.Sekitar pukul 16.35 wita pengunjuk 
rasa kembali menahan satu unit truk Mitsubishi No. Pol. DD 9664 
XZ, dua unit truk hyno No. Pol. DD 9622 AU dan DD 8757 XK yang 
selanjutnya digunakan untuk memblokir jalan dari arah barat dan 
timur depan kampus Unhas Tamalanrea Makassar. Sekitar pukul 
18.15 wita kelompok warga dan sopir angkot sekitar 300 orang 
melakukan penyerangan terhadap mahasiswa yang sementara 
melakukan aksi unjuk rasa, kelompok mahasiswa yang bertahan 
didalam pagar pintu 1 unhas melakukan perlawanan terhadap  
kelompok warga dan sopir angkot sehingga terjadi bentrok 
menggunakan batu, panah/ busur, petasan, Molotov, dan senjata 
rakitan/ papporo. 
Sekitar pukul 18.45 wita kelompok warga dan sopir angkot 
melempari bus dinas operasional kampus Unhas yang melintas 
depan pintu 1 Unhas sehingga mengakibatkan kerusakan pecah 
kaca pada seluruh bagian mobil. Sekitar pukul 19.40 wita, warga 
membakar 1 unit motor jenis jet cool warna merah hitam No. pol. DD 
3682 II yang terparkir di pintu 1 Unhas. Sekitar pukul 21.45 wita 
warga dan sopir angkot berhasil menyerang masuk kedalam kampus 
kemudian membakar pos security, 26 sepeda santai dan 5 unit 
sepeda motor serta pintu pagar masuk kampus Unhas. Sekitar pukul 
22.05 wita, mahasiswa kembali melakukan penyerangan terhadap 
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kelompok warga dan sopir angkot dan berhasil memukul mundur 
warga dari area kampus. Sekitar pukul 22.50 wita, 1 SST kavaleri 
dan 1 SST Arhanud tiba di TKP langsung melerai bentrokan warga 
dengan mahasiswa yang dipimpin oleh Wadan Yon Kav Mayor kav 
Endi Susanto Yusuf. 
Sekitar pukul 23.30 wita Kasubdit 3 Dit. Intelkam Polda 
Sulselbar AKBP Parenrengi, SH dan Wakasat Intelkam Polrestabes 
Makassar Kompol Bafo Kora, SH. menemui mahasiswa dan 
koordinasi/ negosiasi dengan DR. Abd. Rasyid, M.Si (Ps. WR III 
Unhas) agar mahasiswa tidak melakukan pelemparan dan kembali 
kedalam kampus. Sekitar pukul 23.50 wita 2 unit mobil pemadam 
kebakaran milik Unhas melakukan pemadaman terhadap pos 
security, sepada motor dan sepeda santai yang dibakar oleh warga. 
Sekitar pukul 24.00 wita Kapolda Sulselbar Irjen Pol Drs. Anton 
Setiadji, SH, MH, Wakapolda Brigjen Pol. Drs. Ike Edwin dan 
Kasdam VII WRB Brigjen TNI Rukman Ahmad tiba di kampus Unhas 
dan langsung menemui mahasiswa dan pihak Rektorat Unhas yang 
diwakili oleh DR. Abd. Rasyid, M.Si (Ps. WR III Unhas), dan meminta 
kepada mahasiswa untuk tenang dan tidak melakukan pelemparan. 
Setelah Kapolda Sulselbar menemui para mahasiswa dan warga 
telah dibubarkan oleh aparat gabungan TNI dan Polri situasi kembali 
kondusif. 
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d. 2015 
Sekitar pukul 13.30 Wita bertempat didepan kampus Unismuh 
Jln.ST.Alauddin Makassar telah berlangsung aksi unjuk rasa dari 
kelompok mahasiswa Bem Universitas dipimpin oleh Sdr.Munir 
(Ketua Bem Unismuh) dengan jumlah massa kl.30 orang melakukan 
orasi didepan kampus Unismuh.  
Sekitar pukul 17.30 wita pihak pamtup, pamka dan birokrasi 
kampus melakukan negosiasi agar jalan di buka namun massa aksi 
tetap menutup jalan. 
Sekitar pukul 17.35 wita massa aksi melempar kearah aparat 
sehingga aparat kepolisian melakukan tindakan preventif dengan 
menembakkan gas air mata kearah massa pengunjukrasa, massa 
aksi masuk kedalam kampus unismuh melakukan pelemparan 
kearah aparat kepolisian yg berada dari arah gowa menuju 
makassar. Personil pamka terus bertahan dgn menggunakan 
tameng dan massa aksi yg berada didalam kampus unismuh terus 
melakukan pelemparan kearah aparat kepolisian. 
Pukul 18.00 wita bapak Waka Polrestabes makassar AKBP. 
Totok.L. memimpin Personil yang melakukan pengamanan di depan 
kampus unismuh dimana personil Pamka dengan mobil water canon 
bertahan didepan pintu masuk dan didepan pintu keluar kampus 
unismuh, namun massa aksi dari kelompok mahasiswa yang berada 
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didalam kampus unismuh masih terus melakukan pelemparan batu 
dan membusur personil yang melakukan pengamanan. 
Akibat dari insiden bentrok ada korban luka an.Bripka I Murjid 
personil patmor polresta gowa megalami luka kena busur pada 
bagian kaki sebelah kiri kemudian di bawa ke RS. Bhayangkara guna 
perawatan medis. 
Personil yang dilibatkan dalam aksi bentrokan adalah 2 kompi 
dari Sat.Sabhara Polrestabes lengkap dengan mobil water canon, 1 
platon porsil dari polresta gowa, 2 regu personil patmor polrestabes 
makassar, personil gabungan polsek Rappocini di pimpin langsung 
kapolsek Rappocini AKP Muari, 1 peleton gabungan dari provost 
Polrestabes Makassar. 
Sekitar pukul 18.30 wita 1 kompi personil dari sat. Brimobda 
polda sulsel tiba di tkp dan langsung melakukan pengamanan dgn 
cara membuat banjar dengan tameng dan mobil water canon 
didepan pintu masuk kampus stanby dan memberikan himbauan 
bahwa atas nama undang undang mahasiswa yang berada didalam 
segera membubarkan diri, namun mahasiswa terus secara menerus 
melakukan pelemparan kearah aparat kepolisian. 
Sekitar pukul 18.35 wita satu orang wartawan dari go tv 
an.Sdr.Aksa terkena busur luka pada bagian jari tangan sebelah 
kanan di kena pada saat melakukan peliputan ambil gambar di 
depan kampus unismuh makassar. 
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Terkait hasil wawancara yang diperoleh dari Kepala Sub 
Bagian Hukum di Polrestabes Makassar, menurut beliau tingkat 
unjuk rasa yang anarkis yang dilakukan oleh mahasiswa di Kota 
Makassar sangat fluktuatif tergantung dari issu yang diangkat oleh 
mahasiswa disetiap tahunnya.  
Penyebab unjuk rasa yang berujung anarkis karena adanya 
provokasi dari pihak pengunjuk rasa, pihak kepolisian tidak akan 
anarkis jika pengunjuk rasa melakukan demo secara tertib. Jika 
terjadi anarkisme sudah pasti terjadi tindak pidana dan kepolisian 
wajib menindak oknum yang memulai anarkis dari demo tersebut. 
Standart Operational Prosedur (SOP) kepolisian yang 
tertuang di Peraturan Kapolri No.1 tahun 2010 berbunyi: 
1. Pelaksanaan penanganan anarki: 
1.1. Dasar hukum tindakan tegas:  
a. diatur dalam KUHP Pasal 48-51 
b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI 
(Pasal 18) 
c. Protokol VII PBB tanggal 27 Agustus – 2 September 1990 
di Havana Cuba tentang Prinsip-Prinsip Dasar 
Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparat 
Penegak Hukum 
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d. Resolusi PBB 34/169 Tanggal 7 Desember 1969 tentang 
Ketentuan Berperilaku (code of conduct) untuk Pejabat 
Penegak Hukum 
1.2 Personel 
1.3  Sarana dan prasarana 
1.4 Cara Bertindak 
 a. Terhadap sasaran AG 
  - Perorangan anggota Polri 
  - Personel ikatan satuan 
1.5 Cara bertindak terhadap sasaran GN 
 a. Perorangan anggota Polri 
 b. Personel ikatan satuan 
1.6  Penanggung jawab 
C. Faktor yang menghambat pelaksanaan penanganan unjuk rasa 
yang dilakukan mahasiswa yang berujung anarkis oleh kepolisian 
Institusi kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan 
tugasnya membentuk kesadaran hukum masyarakat tentunya memiliki 
faktor dan kendala baik internal, maupun eksternal. Faktor pendukung dan 
kendala yang dialami oleh aparat kepolisian adalah: 
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1. Faktor Internal 
a. Terdapat pada setiap anggota polisi kurang dapat mengontrol 
emosi terhadap situasi yang memanas karena unjuk rasa.  
b. Kurangnya profesioanlisme polisi dalam menangani masalah 
unjuk rasa. 
c. Jumlah personel aparat kepolisian di lapangan tidak seimbang 
dengan jumlah pengunjuk rasa. 
d. Pengunjuk rasa susah dikendalikan. 
2. Faktor Eksternal 
a. Selain itu kondisi lapangan berbeda dengan kondisi teori, yang 
menyulitkan polisi dalam mengamankan pengunjuk rasa adalah 
para pengunjuk rasa mengira apabila polisi mengamankan salah 
satu dari mereka yang berbuat anarkis, mereka beranggapan 
bahwa polisi telah menangkap mereka padahal hal tersebut 
dilakukan untuk menertibkan jalannya unjuk rasa. 
b. Citra polisi dimata masyarakat cenderung negatif sehingga setiap 
tindakan polisi dianggap salah.  
c. Pengetahuan masyarakat akan hukum perlu ditingkatkan karena 
dengan tingginya kesadaran masyarakat akan hukum maka akan 
mengurangi kemungkinan terjadinya kerusuhan. Informasi 
ataupun sosialisasi peraturan baru perlu dilakukan secara 
langsung. Karena sosialisasi melalui media elektronik tidak 
semua masyarakat dapat mengaksesnya. Penyuluhan dilakukan 
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untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum yang 
berlaku agar menciptakan situasi yang aman dalam masyarakat.   
d. Kurangnya koordinasi bukan hanya pada tahap persiapan saja 
atau sebelum dilakukan unjuk rasa, tetapi juga pada saat 
berlangsungnya unjuk rasa. Kepolisian dalam hal ini bukan hanya 
sebagai pengaman aksi unjuk rasa tetapi juga sebagai perantara 
antara pengunjuk rasa dengan pihak atau instansi yang dituju. 
Dalam hal ini instansi atau pihak terkait haruslah aktif melakukan 
komunikasi dengan pihak kepolisian agar tidak timbul kerusuhan 
akibat ketidakpuasan massa pengunjuk rasa dengan hasil atau 
solusi yang didapat dari kegiatan berunjuk rasa 
tersebut.(wawancara dengan Bripka Adijaya) 
Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi faktor yang 
menghambat pelaksanaan penanganan unjuk rasa tersebut adalah dengan 
melakukan koordinasi. Sebelum dilakukan pengamanan terhadap unjuk 
rasa maka perlu dilakukan rapat koordinasi. Koordinasi dilakukan baik 
dipihak Kepolisian sendiri ataupun koordinasi dengan pihak instansi yang 
terkait. Pada saat dan setelah unjuk rasapun koordinasi terus dilakukan. 
Upaya lain adalah dengan melakukan penyuluhan hukum kepada 
masyarakat. Penyuluhan Hukum kepada masyarakat dilakukan oleh 
Bimmas dengan dibantu oleh Kepolisian dari fungsi lain tergantung pada 
materi yang dibawakan. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat 
dikarenakan karena kurangnya pengetahuan akan hukum. Maka untuk itu 
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perlu dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Peningkatan 
kualitas dan profesionalisme anggota kepolisian juga merupakan suatu 
upaya dalam mengatasi kendala. Karena dengan terciptanya anggota 
kepolisian yang professional maka kemungkinan terjadinya pelanggaran 
yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas seperti masalah HAM dapat 
dihindari.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari uraian-uraian sebelumnya dapat dikemukakan beberapa 
hal sebagai kesimpulan antara lain: 
1. Peran kepolisian memiliki tiga tahapan yaitu pre-emtif, prefentif 
dan represif. Ketiga hal tersebut yang paling dominan dilakukan 
oleh kepolisian yaitu persuasif dan prefentif dengan kata lain 
pendekatan dalam bentuk negoisasi namun demikian tindakan 
represif dapat dilakukan bilamana eskalasi pengunjuk rasa sudah 
mengarah adanya perbuatan melawan hukum.  
2. Kendala-kendala polisi dalam menangani unjuk rasa:  
a. Faktor internal :  
1. Terdapat pada setiap anggota polisi kurang dapat 
mengontrol emosi terhadap situasi yang memanas karena 
unjuk rasa. 
2. Kurangnya profesioanlisme polisi dalam menangani 
masalah unjuk rasa. 
b. Faktor Eksternal 
1. Selain itu kondisi lapangan berbeda dengan kondisi teori, 
yang menyulitkan polisi dalam mengamankan pengunjuk 
rasa adalah para pengunjuk rasa mengira apabila polisi 
mengamankan salah satu dari mereka yang berbuat 
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anarkis, mereka beranggapan bahwa polisi telah 
menangkap mereka padahal hal tersebut dilakukan untuk 
menertibkan jalannya unjuk rasa. 
2. Citra polisi dimata masyarakat cenderung negatif 
sehingga setiap tindakan polisi dianggap salah.  
B. Saran 
1. Pihak kepolisian diharapkan dalam menangani unjuk rasa 
bersifat bijaksana sesuai dengan motto Polisi Republik Indonesia 
ialah “Menjaga Ketertiban, Melayani, Melindungi, dan 
Mengayomi Masyarakat” pihak polisi harus konsekuen dengan 
UU No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan 
pendapat, bagi setiap personil anggota polisi diharapkan dalam 
menangani unjuk rasa dapat terkontrol emosi sehingga citra polisi 
dimata masyarakat tidak dipandang jelek.  
2. Para pengunjuk rasa diharapkan untuk mematuhi peraturan yang 
berlaku agar yang menjadi tujuan dari unjuk rasa dapat tercapai. 
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